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ABSTRAK 
 
MUCHAMMAD SOKHIH MUTTAQIN, E 0004208. 2009. ANALISIS 
PENGISIAN JABATAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DI 
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM KONTEKS 
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH. 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengisian jabatan Gubernur dan 
Wakil Gubernur di daerah Istimewa Yogyakarta dan untuk mengetahui apakah hal 
tersebut sudah sesuai dengan asas demokrasi. 
 
Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan apabila 
dilihat dari tujuannya termasuk penelitian hukum normatif. Jenis data yang 
digunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan 
yaitu melalui penelitian penelitian kepustakaan, baik buku-buku, peraturan 
perundang-undangan, dokumen-dokumen, dan sebagainya. Analisis data 
menggunakan teknik analisis data analisa kualitatif dengan content analysis ( 
analisis isi ). 
 
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan maka 
disimpulkan bahwa pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur di Daerah 
Istimewa Yogyakarta adalah menggunakan penetapan atau secara turun temurun. 
Dengan kata lain bahwa pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah 
Istimewa Yogyakarta tidak menggunakan pemilihan kepala daerah seperti halnya 
yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah. Dengan adanya Rancangan Undang-undang Keistimewaan Daerah 
Istimewa Yogyakarta menggambarkan keadaan daerah Istimewa Yogyakarta yang 
merupakan daerah khusus atau istimewa dan negara menghormati daerah yang 
mempunyai sifat khusus atau istimewa. Pengisian jabatan gubernur dan Wakil 
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sudah sesuai dengan asas 
demokrasi,karena hakikat demokrasi itu sendiri adalah kehendak rakyat itu 
sendiri.   
 
Implikasi teoritis penelitian ini adalah sebagai sarana untuk dapat 
memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu Hukum Tata Negara 
pada umumnya dan Hukum Pemerintah Daerah pada khususnya, terutama 
mengenai daerah istimewa yang harus di hormati oleh negara sesuai dengan Pasal 
18 ayat (1) UUD 1945, sedangkan implikasi praktisnya adalah hasil penelitian ini 
dapat dipakai sebagai rekomendasi Pemerintah agar meninjau kembali peraturan 
perundang-undangan yang diharapkan dapat mengakomodasi hal-hal yang 
berkaitan dengan sistem pemilihan kepala daerah yang bersifat istimewa. Hal 
tersebut menjadi tanggung jawab pemerintahan daerah. 
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ABSTRACT 
 
 
MUCHAMMAD SOKHIN MUTTAQIN, E 0004208. 2009.  THE ANALYSIS 
OF THE FILLING UP A POSITION AS GOVERNOR AND DEPUTY OF 
GOVERNOR OF YOGYAKARTA SPECIAL PROVINCE IN THE 
CONTEXT OF THE REGIONAL GOVERNMENT’S IMPLEMENTATION  
 
 The research conducted is aimed to know the filling up a position as 
Governor and Deputy of Governor of Yogyakarta Special Province (DIY) and 
also to know whether that issue has been in conformity with the democracy 
foundation.  
 This research is a descriptive research and if it is seen from its purpose, it   
belongs to a normative legal research. The data used is secondary data. The 
technique used in collecting the data is through library’s researches either books, 
the acts regulation, documents and the like. The data analysis uses technique of 
data analysis of the qualitative analysis with the content analysis. 
 Based on the research’s output and data analysis conducted, it comes to 
the conclusion that the filling up of a position as Governor and Deputy of 
Governor of Yogyakarta Special Province uses decree or descendant. In other 
words, the filling up of a position as Governor and Deputy of Governor of DIY 
does not use the filling up of a head of region in conformity with the Acts No. 32 
in 2004 on Regional Government. With the existence of the Acts Plan of The 
Specialty of DIY, it describes the condition of DIY which is the special region or 
specialty and the country respects a region having special or specialty. The filling 
up of a position as Governor and Deputy of Governor has been in conformity with 
the democracy foundation due to the democracy truth itself is the willingness of 
the people themselves.  
 The theoretical implication of this research is as a means of being able to 
give an idea contribution for the development of  the Legal Science of 
Government Form in general and of the Law of Regional Government in 
particular, especially on the Special Region that should be respected by the 
country in conformity with the 1945 Constitutions Article 18 (1); meanwhile the 
practical implication is that the research can be used as a government 
recommendation so that they can review the acts regulation which is expected to 
be able to accommodate things pertaining with the filling up system of the Head 
of a region having a special characteristic. This becomes the responsibility of the 
regional government. ***  
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BAB I. PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
 
Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan 
Pancasila sebagaimana  dinyatakan dalam pembukaan UUD 1945, yang 
memuat pernyataan bahwa Kemerdekaan kebangsaan Indonesia di susun 
dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang 
berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada : Ketuhanan Yang Maha 
Esa, Kemanusian yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan 
yang dipimpin oleh hikmad kebijaksanaan dalam permusyawaratan 
perwakilan dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berdasarkan 
hal tersebut penulis dapat mengambil crusial point bahwa Pancasila di 
Indonesia selain sebagai dasar falsafah, pandangan hidup bangsa, sumber 
dari segala sumber hukum adalah juga sebagai landasan filosofis dan 
landasan normatif bagi kehidupan tatanan demokrasi di Indonesia yang 
menentukan hakekat, arah dan tujuan demokrasi. 
Demokrasi merupakan demokrasi konstitusional dengan mekanisme 
kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara dan penyelenggaranaan 
pemerintahan berdasarkan UUD 1945. Pelaksanaannya demokrasi harus 
dibangun dan dikembangkan dengan asas keseimbangan, asas keselarasan, 
asas keserasian, asas keadilan dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa 
dan bernegara mencakup semua bidang kehidupan baik itu dibidang politik, 
ekonomi, sosial dan budaya serta pertahanan keamanan jadi dengan kata 
lain bahwa  mekanisme demokrasi Indonesia pada dasarnya merupakan 
keseluruhan langkah pelaksanaan kekuasaan pemerintahan yang 
berdasarkan kerakyatan yang dijiwai oleh nilai-nilai falsafah Pancasila dan 
yang berlangsung menurut hukum  yang berkiblat pada kepentingan, 
aspirasi dan kesejahteraan rakyat banyak (http:// 
depsos.go.id/modules.php? name = News&file=article&sid = 266 ( 11 
Agutus 2009 pukul 20.15 )). 
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Dalam penulisan ini kita hanya akan menganalisis kehidupan 
demokrasi dalam bidang politik saja, dimana demokrasi dalam bidang 
politik dikenal adanya beberapa prinsip, antara lain 
(http://www.tempointeraktif.com/hg/ nasional /2005/01/27/ 
brk,200501279,id.html ( 11 Agustus 2009 pukul 20.30)): 
1. Sistem perwakilan melalui lembaga perwakilan rakyat. 
2. Sistem pengisian penyelenggaraan kekuasaan negara dilakukan dengan 
demokrasi dan konstitusional. 
3. Sistem penyelenggara Pemerintahan negara dengan 
pertanggungjawaban kepada rakyat melalui lembaga perwakilan rakyat. 
4. Sistem Politik yang memungkinkan rakyat berpatisipasi dalam politik. 
5. Sistem pengambilan keputusan yang bebas, terbuka dan bertanggung 
jawab. 
Bagaimana pelaksaanaan demokrasi selama ini di Indonesia? 
Pelaksanaan demokrasi di Indonesia dapat dilihat dari adanya Pilkada 
(Pemilihan Kepala Daerah) dengan kata lain bahwa Pilkada (Pemilihan 
Kepala Daerah) adalah perwujudan dari demokrasi di Indonesia. Pilkada 
(Pemilihan Kepala Daerah) yang untuk pertama kalinya diselenggarakan 
secara langsung di Indonesia yang dimulai pada bulan juni 2005 
merupakan salah satu bukti bahwa demokrasi di Indonesia terus 
berkembang, rakyat berhak memilih pemimpin daerahnya sendiri secara 
langsung sesuai dengan hati nuraninya dimana dengan sistem ini 
diharapkan rakyat telah mengetahui atau mengenal figur para calon yang 
pantas menjadi kepala daerahnya dimana pada pemilihan sebelumnya 
kepala daerah dipilih oleh langsung oleh pemerintah pusat. 
 
Hal tersebut diatas, tidak berarti bahwa kehidupan demokrasi di 
Indonesia berjalan sebagai mana mestinya. Berdasarkan perspektif  ideal 
demokrasi,  suatu penerapan nilai-nilai demokrasi seharusnya dapat 
14 
membawa dan memberi rasa keadilan kepada seluruh rakyat Indonesia, 
akan tetapi hal demikian tidak berjalan dengan semestinya pada daerah 
keistimewaan. Mengapa bisa dikatakan demikian? Demokrasi di Indonesia 
khususnya pada pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan di seluruh 
daerah di Indonesia diserahkan kepada daerah. Pemerintah daerah 
menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang 
oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. 
Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-
peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. 
Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam 
undang-undang. 
Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih 
melalui pemilihan umum. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing 
sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih 
secara demokratis. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan 
pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan 
kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan 
kekhususan dan keragaman daerah. Hubungan keuangan, pelayanan umum, 
pemanfatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah 
pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan 
selaras berdasarkan undang-undang. 
Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan 
daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan 
undang-undang. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan 
masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup 
dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan 
Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Dengan adanya hal 
tersebut diatas maka pelaksanaan pemilihan kepala daerah di daerah 
tersebut terpengaruh oleh kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta 
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hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan 
perkembangan masyarkat.  
Di Daerah Istimewa Yogyakarta sedang terjadi kebimbangan dalam 
penentuan cara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Hal ini terjadi 
karena meninggalnya Sri Paduka PA VIII. Terjadi perdebatan antara 
Pemerintah Pusat, DPRD Provinsi DIY, Pihak Keraton Yogyakarta dan 
Puro Paku Alaman, serta masyarakat. Keadaan ini sebenarnya disebabkan 
oleh kekosongan hukum yang ditimbulkan UU No. 5/1974 yang hanya 
mengatur jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DIY saat dijabat 
oleh Sultan HB IX dan Sri Paduka PA VIII, dan tidak mengatur masalah 
suksesinya. Atas desakan rakyat, Sultan HB X ditetapkan sebagai Gubernur 
Daerah Istimewa oleh Pemerintah Pusat untuk masa jabatan 1998-2003.  
Karena suksesi di Puro Paku Alaman untuk menentukan siapa yang 
akan bertahta menjadi Pangeran Adipati Paku Alam tidak berjalan mulus, 
maka Sultan HB X tidak didampingi oleh Wakil Gubernur Daerah 
Istimewa. Pada tahun 1999 Sri Paduka Paku Alam IX naik tahta, namun 
beliau belum menjabat sebagai Wakil Gubernur Daerah Istimewa. Ketika 
masa jabatan Sultan HB X berakhir di tahun 2003, kejadian di tahun 1998 
terulang kembali. DPRD Prov DI Yogyakarta menginginkan pemilihan 
Gubernur sesuai UU 22/1999. Namun kebanyakan masyarakat 
menghendaki agar Sultan HB X dan Sri Paduka PA IX ditetapkan menjadi 
Gubernur dan Wakil Gubernur. Sekali lagi Sultan HB X dan Sri Paduka PA 
IX diangkat menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur dengan masa jabatan 
2003-2008. Tahun 2004, masalah keistimewaan kembali bergolak. Dalam 
UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah (LN 2004 No 125; TLN 
4437), status keistimewaan Provinsi DIY tetap diakui, namun diisyaratkan 
akan diatur secara khusus. 
Berdasarkan uraian peristiwa dan permasalahan yang terjadi di 
daerah yang bersifat khusus atau istimewa dalam PILKADA, peneliti 
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tertarik untuk meneliti tentang “ANALISIS PENGISIAN JABATAN 
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DI DAERAH ISTIMEWA 
YOGYAKARTA DALAM KONTEKS PENYELENGGARAAN 
PEMERINTAHAN DAERAH” 
 
B. Pembatasan Masalah 
Untuk memberikan gambaran yang berfokus mengenai obyek 
bahasan dan juga hasil penelitian yang maksimal dan sesuai dengan tujuan 
penelitian maka perlu adanya suatu pembahasan masalah yang ditunjukan 
untuk menyederhanakan masalah agar masalah yang akan dibahas tidak 
menyimpang dan meluas serta terjadi kekaburan masalah yang diteliti, 
sehingga dengan pembatasan ini dapat memudahkan pembaca dalam 
memahami isi dari penelitian ini. 
Dalam penelitian ini yang akan dikaji dibatasi mengenai Analisis 
Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur di Daerah Istimewa 
Yogyakarta dalam Konteks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 
 
C. Perumusan Masalah 
Perumusan masalah merupakan hal yang sangat penting dalam 
setiap penelitian,karena dibuat untuk memecahkan masalah pokok yang 
timbul secara jelas dan sistematis sehingga penelitian akan lebih terarah 
pada sasaran yang akan dicapai. Perumusan masalah dibuat untuk lebih 
menegaskan masalah yang akan diteliti, sehingga dapat ditemukan suatu 
pemecahan masalah yang tepat dan mencapai tujuan. 
Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah,maka dapat 
dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini meliputi : 
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1. Bagaimana pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur di Daerah 
Istimewa Yogyakarta? 
2. Apakah pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur di Daerah 
Istimewa Yogyakarta sudah sesuai dengan asas demokrasi? 
 
D. Tujuan Penelitian 
Penelitian ini adalah kegiatan ilmiah yang mempunyai tujuan-tujuan 
tertentu yang hendak dicapai oleh penulis yang tidak terlepas dari 
perumusan masalah yang telah ditentukan. Tujuan penelitian ini sendiri 
merupakan sasaran yang ingin dicapai sebagai jawaban atas permasalahan 
yang dihadapi (tujuan obyektif) dan juga untuk memenuhi kebutuhan 
perorangan (tujuan subyektif). Adapun tujuan dari penelitian ini adalah 
sebagai berikut : 
1. Tujuan objektif  
a. Untuk mengetahui bagaimana pengisian jabatan Gubernur dan Wakil 
Gubernur di Daerah Istimewa Yogyakarta;dan 
b. Untuk mengetahui apakah hal tersebut sudah sesuai dengan asas 
demokrasi; 
2. Tujuan subjektif 
a. Untuk memperdalam penulis tentang pengisian jabatan gubernur di 
Daerah Istimewa.Yogyakarta;dan 
b. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis khususnya 
Hukum Tata Negara. 
 
 
 
 
 
E. Manfaat Penelitian 
18 
Suatu penelitian yang berhasil adalah penelitian yang dapat 
memberikan faedah atau manfaat baik secara teoritis ataupun secara praktis 
yang meliputi : 
1. Manfaat Teoritis 
a. Memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum pada 
umumnya dan Hukum Tata Negara pada khususnya tentang sistem 
pengisian jabatan gubernur di Daerah Istimewa Yogyakarta;dan 
b. Memberikan alternatif pemikiran kepada negara tentang sitem 
pengisian jabatan gubernur di Daerah Istimewa Yogyakarta; 
2. Manfaat Praktis 
a. Guna mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis, 
sekaligus untuk mengembangkan kemampuan penulis dalam 
mengkritisi persoalan-persoalan hukum terutama tentang sistem 
pengisian jabatan gubernur di Daerah Istimewa Yogyakarta; dan 
b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberi 
masukan serta tambahan pengetahuan bagi para pihak yang terkait 
dengan masalah yang diteliti, dan berguna bagi para pihak yang 
berminat pada masalah yang sama. 
 
F. Metode Penelitian 
Penelitian adalah merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan 
dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis 
sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau 
cara tertentu. Sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan 
konsisten berarti adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka 
tertentu. (Soerjono Soekanto, 2006 : 42). 
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Metode adalah cara atau jalan yang digunakan untuk mencapai 
tujuan penelitian, yaitu untuk mencari jawaban dari suatu permasalahan 
yang diteliti dalam suatu penelitian.Dalam mencari data mengenai suatu 
masalah, diperlukan suatu metode yang bersifat ilmiah yaitu metode 
penelitian yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti. 
Dengan demikian pengertian metode penelitian adalah cara yang 
teratur dan terpikir secara runtut dan baik dengan menggunakan metode 
ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan maupun guna 
menguji kebenaran maupun ketidakbeneran dari suatu pengetahuan, gejala 
atau hipotesa (Sutrisno Hadi, 1989 : 4). 
Adapun dalam penelitian ini metode yang digunakan oleh penulis 
adalah sebagai berikut : 
1. Jenis Penelitian  
Penelitian ini jika dilihat dari sumber datanya merupakan 
penelitian hukum normatif, yakni penelitian dengan cara meneliti bahan 
pustaka yang merupakan data dan juga disebut sebagai penelitian 
kepustakaan, sehingga dalam pengumpulan data-data penulis tidak 
perlu mencari langsung kelapangan akan tetapi cukup dengan 
pengumpulan data sekunder kemudian dikonstruksikan dalam suatu 
rangkaian hasil penelitian. 
Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini merupakan penelitian 
hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan penelitian 
hukum positf, pendekatan sosial dan pendekatan sejarah. Penelitian 
hukum normatif yang bersifat deskriptif diartikan bahwa sebagai suatu 
prosedur pemecahan masalah yang diteliti pada saat sekarang 
berdasarkan fakta yang tampak atau sebagaimana adanya (Soerjono 
Soekanto, 2006 : 43). 
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2. Jenis Data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 
sekunder, yakni data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan 
(Soerjono Soekanto, 2006 : 12). Data sekunder yang dibutuhkan dalam 
penelitian hukum ini antara lain dapat diperoleh dari beberapa literatur, 
majalah, koran, dan bahan hukum sekunder lainnya yang terkait dengan 
penelitian ini. 
3. Sumber Data 
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber 
data sekunder, yakni sumber data yang bersifat pribadi dan bersifat 
publik (Soerjono Soekanto, 2006 : 12). Yang terdiri dari : 
a. Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang terdiri atas 
peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki 
peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 
Undang-undang Nomor 10 tahun 2004, Tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan, yaitu Undang-undang Dasar 1945, 
Undang-undang (UU)/Peraturan Pengganti Undang-undang 
(Perpu), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), 
Peraturan Daerah (Perda). Beberapa bahan hukum primer yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah : 
1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
2) Undang-Undang  Nomor 12 Tahun 2008 juncto Undang-
Undang Nomor tentang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah. 
3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan 
Daerah. 
4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah Keistimewaan 
5) Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa 
Yogyakarta. 
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6) Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait. 
b. Bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum yang memberikan 
penjelasan mengenai bahan buku primer, seperti hasil ilmiah para 
sarjana, hasil penelitian, buku-buku, koran, majalah, dokumen-
dokumen terkait, internet dan makalah. 
c. Bahan hukum tersier, yakni bahan-bahan hukum yang bersifat 
menunjang bahan hukum primer dan sekunder yang berupa Kamus-
kamus Bahasa Inggris-Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 
Kamus Hukum. 
4. Teknik Pengumpulan Data 
Setiap penelitian tentu harus memiliki data-data yang lengkap 
sebagai syarat untuk memperkuat nilai validitas data. Kelengkapan data 
adalah hal yang mutlak harus dimiliki dalam penelitian. Teknik 
pengumpulan data diperlukan agar data yang diperoleh merupakan 
data-data yang akurasi dan dapat dipertanggungjawabkan. 
Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang 
dipergunakan adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan 
teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan membaca, 
mempelajari, dan mengkaji buku-buku, literatur-literatur, artikel, karya 
ilmiah, makalah serta peraturan perundang-undangan yang relevan 
dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian. 
5. Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data adalah proses mengorganisasikan dan 
mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan pola sehingga 
dapat ditentukan dengan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja 
seperti disarankan oleh data (Soerjono Soekanto, 2006 : 22). 
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Berangkat dari hal tersebut diatas, maka diperlukan teknik 
analisis data agar mempermudah pengolahan data menjadi hasil 
penelitian yang akan dilaporkan. Dalam penelitian ini teknik analisi 
data yang digunakan adalah dengan analisis kualitatif dengan content 
analysis (analisis isi). 
 
G. Sistematika Penulisan Hukum 
Untuk lebih memudahkan penulisan hukum ini, maka penulis 
dalam penelitiannya membagi menjadi empat bab dan tiap-tiap bab dibagi 
dalam sub bab yang disesuaikan dengan luas pembahasannya. Adapun 
sistematika penulisan hukum ini adalah sebagi berikut : 
BAB I PENDAHULUAN 
Pada awal bab ini penulis berusaha memberikan gambaran awal 
tentang penelitian yang meliputi latar belakang masalah, 
perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 
metode penelitian, serta sistematika penulisan hukum. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang kerangka teori 
yang berisi penjelasan mengenai tinjauan umum tentang 
Demokrasi, tinjauan umum tentang Pemerintah Daerah, dan 
tinjauan umum tentang Pengisian Jabatan Daerah serta 
dilengkapi dengan kerangka pemikiran beserta bagannya. 
 
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASANNYA 
Dalam bab ini diuraikan mengenai hasil penelitian yang 
merupakan jawaban atas perumusan masalah. Selain itu bab ini 
juga berisi data-data yang diperoleh sebagai hasil penelitian dari 
sumber data sekunder yang terkait dengan Pengisian Jabatan 
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Gubernur dan Wakil Gubernur di Daerah Istimewa Yogyakarta 
dalam Konteks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
 
BAB IV PENUTUP 
Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisikan 
kesimpulan dan saran. Dalam bab ini penulis akan menguraikan 
mengenai kesimpulan dan saran mengenai permasalahan yang 
ada. 
DAFTAR PUSTAKA 
LAMPIRAN 
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BAB II. TINJUAN PUSTAKA 
A. Kerangka Teoritis 
 
 
1. Tinjauan Umum tentang Demokrasi 
a. Pengertian Demokrasi 
Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem 
pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan 
rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh 
pemerintah negara tersebut. Seperti yang Penulis kutip dari 
Wikipedia (http://journals.cambridge.org/action/display 
Journal?jid=NLR., terakhir dikunjungi pada Rabu, 5 Agustus 2009, 
23.43 WIB), bahwa : 
“Democracy is a system of government in which either the 
actual governing is carried out by the people governed 
(direct democracy), or the power to do so is granted by them 
(as in representative democracy). Democracy describes a 
small number of related forms of government and also a 
political philosophy. Even though there is no specific, 
universally accepted definition of 'democracy', there are two 
principles that any definition of democracy includes, 
equality and freedom. These principles are reflected by all 
citizens being equal before the law, and having equal access 
to power. Additionally, all citizens are able to enjoy 
legitimized freedoms and liberties, which are usually 
protected by a constitution. 
 
There are several varieties of democracy, some of which 
provide better representation and more freedoms for their 
citizens than others. However, if any democracy is not 
carefully legislated to avoid an uneven distribution of 
political power with balances, such as the separation of 
powers, then a branch of the system of rule could 
accumulate power and become harmful to the democracy 
itself.” 
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Demokrasi seperti yang dikemukakan diatas adalah sistem 
pemerintahan yang terdiri dari dua jenis,yaitu demokrasi langsung 
dan demokrasi perwakilan. Demokrasi menggambarkan sebagian 
kecil mengenai bentuk-bentuk pemerintahan dan filosofi politik. 
Menurut pengertian diatas prinsip demokrasi adalah persamaan dan 
kebebasan. 
Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang 
membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan 
legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang 
saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yang sejajar 
satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga 
negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling 
mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip checks and 
balances. 
Ketiga jenis lembaga-lembaga negara tersebut adalah 
lembaga-lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan untuk 
mewujudkan dan melaksanakan kewenangan eksekutif, lembaga-
lembaga pengadilan yang berwenang menyelenggarakan kekuasaan 
judikatif dan lembaga-lembaga perwakilan rakyat (DPR, untuk 
Indonesia) yang memiliki kewenangan menjalankan kekuasaan 
legislatif. Di bawah sistem ini, keputusan legislatif dibuat oleh 
masyarakat atau oleh wakil yang wajib bekerja dan bertindak 
sesuai aspirasi masyarakat yang diwakilinya (konstituen) dan yang 
memilihnya melalui proses pemilihan umum legislatif, selain 
sesuai hukum dan peraturan. 
Selain pemilihan umum legislatif, banyak keputusan atau 
hasil-hasil penting, misalnya pemilihan presiden suatu negara, 
diperoleh melalui pemilihan umum. Pemilihan umum tidak wajib 
atau tidak mesti diikuti oleh seluruh warganegara, namun oleh 
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sebagian warga yang berhak dan secara sukarela mengikuti 
pemilihan umum. Sebagai tambahan, tidak semua warga negara 
berhak untuk memilih (mempunyai hak pilih). 
Kedaulatan rakyat yang dimaksud di sini bukan dalam arti 
hanya kedaulatan memilih presiden atau anggota-anggota parlemen 
secara langsung, tetapi dalam arti yang lebih luas. Suatu pemilihan 
presiden atau anggota-anggota parlemen secara langsung tidak 
menjamin negara tersebut sebagai negara demokrasi sebab 
kedaulatan rakyat memilih sendiri secara langsung presiden 
hanyalah sedikit dari sekian banyak kedaulatan rakyat. Walapun 
perannya dalam sistem demokrasi tidak besar, suatu pemilihan 
umum sering dijuluki pesta demokrasi. Ini adalah akibat cara 
berpikir lama dari sebagian masyarakat yang masih terlalu tinggi 
meletakkan tokoh idola, bukan sistem pemerintahan yang bagus, 
sebagai tokoh impian ratu adil. Padahal sebaik apa pun seorang 
pemimpin negara, masa hidupnya akan jauh lebih pendek daripada 
masa hidup suatu sistem yang sudah teruji mampu membangun 
negara. Banyak negara demokrasi hanya memberikan hak pilih 
kepada warga yang telah melewati umur tertentu, misalnya umur 
18 tahun, dan yang tak memliki catatan kriminal (misalnya 
narapidana atau bekas narapidana). 
b. Sejarah dan Perkembangan Demokrasi 
Isitilah "demokrasi" berasal dari Yunani Kuno yang 
diutarakan di Athena kuno pada abad ke-5 SM. Negara tersebut 
biasanya dianggap sebagai contoh awal dari sebuah sistem yang 
berhubungan dengan hukum demokrasi modern. Namun, arti dari 
istilah ini telah berubah sejalan dengan waktu, dan definisi modern 
telah berevolusi sejak abad ke-18, bersamaan dengan 
perkembangan sistem "demokrasi" di banyak negara. Menurut 
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Miriam Budiarjo Kata "demokrasi" berasal dari dua kata, yaitu 
demos yang berarti rakyat, dan kratos/cratein yang berarti 
kekuasaan/berkuasa, sehingga demokrasi artinya rakyat berkuasa 
atau government or rule by the people (Miriam Budiarjo, Tanpa 
Tahun : 50). 
Kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat. Hal tersebut 
sesuai dengan pernyataan Jimly Asshiddiqie dalam suatu Negara 
demokrasi kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi itu berada di 
tangan rakyat (Jimly Asshiddiqie, 1994 : 25). Konsep demokrasi 
menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik. 
Hal ini menjadi wajar, sebab demokrasi saat ini disebut-sebut 
sebagai indikator perkembangan politik suatu negara. 
Demokrasi menempati posisi vital dalam kaitannya 
pembagian kekuasaan dalam suatu negara (umumnya berdasarkan 
konsep dan prinsip trias politica) dengan kekuasaan negara yang 
diperoleh dari rakyat juga harus digunakan untuk kesejahteraan dan 
kemakmuran rakyat. Prinsip semacam trias politica ini menjadi 
sangat penting untuk diperhitungkan ketika fakta-fakta sejarah 
mencatat kekuasaan pemerintah (eksekutif) yang begitu besar 
ternyata tidak mampu untuk membentuk masyarakat yang adil dan 
beradab, bahkan kekuasaan absolut pemerintah seringkali 
menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia. 
Demikian pula kekuasaan berlebihan di lembaga negara yang lain, 
misalnya kekuasaan berlebihan dari lembaga legislatif menentukan 
sendiri anggaran untuk gaji dan tunjangan anggota-anggotanya 
tanpa mempedulikan aspirasi rakyat, tidak akan membawa 
kebaikan untuk rakyat. Intinya, setiap lembaga negara bukan saja 
harus akuntabel (accountable), tetapi harus ada mekanisme formal 
yang mewujudkan akuntabilitas dari setiap lembaga negara dan 
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mekanisme ini mampu secara operasional (bukan hanya secara 
teori) membatasi kekuasaan lembaga negara tersebut 
c. Demokrasi di Indonesia 
Semenjak kemerdekaan 17 Agustus 1945, Undang Undang 
Dasar 1945 memberikan penggambaran bahwa Indonesia adalah 
negara demokrasi. Dalam mekanisme kepemimpinannya Presiden 
harus bertanggung jawab kepada MPR dimana MPR adalah sebuah 
badan yang dipilih dari Rakyat. Sehingga secara hirarki seharusnya 
rakyat adalah pemegang kepemimpinan negara melalui mekanisme 
perwakilan yang dipilih dalam pemilu. Indonesia sempat 
mengalami masa demokrasi singkat pada tahun 1956 ketika untuk 
pertama kalinya diselenggarakan pemilu bebas di indonesia, sampai 
kemudian Presiden Soekarno menyatakan demokrasi terpimpin 
sebagai pilihan sistem pemerintahan. Setelah mengalami masa 
Demokrasi Pancasila, sebuah demokrasi semu yang diciptakan 
untuk melanggengkan kekuasaan Soeharto, Indonesia kembali 
masuk kedalam alam demokrasi pada tahun 1998 ketika 
pemerintahan junta militer Soeharto tumbang. Pemilu demokratis 
kedua bagi Indonesia terselenggara pada tahun 1999 yang 
menempatkan Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan sebagai 
pemenang Pemilu. Selain itu demokrasi merupakan bentuk atau 
mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya 
mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas 
negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. 
Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang 
membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan 
legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang 
saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yg sejajar 
satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga 
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negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling 
mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip checks and 
balances. 
Ketiga jenis lembaga-lembaga negara tersebut adalah 
lembaga-lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan untuk 
mewujudkan dan melaksanakan kewenangan eksekutif, lembaga-
lembaga pengadilan yang berwenang menyelenggarakan kekuasaan 
judikatif dan lembaga-lembaga perwakilan rakyat (DPR) yang 
memiliki kewenangan menjalankan kekuasaan legislatif. Di bawah 
sistem ini, keputusan legislatif dibuat oleh masyarakat atau oleh 
wakil yang wajib bekerja dan bertindak sesuai aspirasi masyarakat 
yang diwakilinya (konstituen) dan yang memilihnya melalui proses 
pemilihan umum legislatif, selain sesuai hukum dan peraturan. 
Selain pemilihan umum legislatif, banyak keputusan atau 
hasil-hasil penting, misalnya pemilihan presiden suatu negara, 
diperoleh melalui pemilihan umum. Pemilihan umum tidak wajib 
atau tidak mesti diikuti oleh seluruh warganegara, namun oleh 
sebagian warga yang berhak dan secara sukarela mengikuti 
pemilihan umum. Sebagai tambahan, tidak semua warga negara 
berhak untuk memilih (mempunyai hak pilih). 
Kedaulatan rakyat yang dimaksud di sini bukan dalam arti 
hanya kedaulatan memilih presiden atau anggota-anggota parlemen 
secara langsung, tetapi dalam arti yang lebih luas. Suatu pemilihan 
presiden atau anggota-anggota parlemen secara langsung tidak 
menjamin negara tersebut sebagai negara demokrasi sebab 
kedaulatan rakyat memilih sendiri secara langsung presiden 
hanyalah sedikit dari sekian banyak kedaulatan rakyat. Walapun 
perannya dalam sistem demokrasi tidak besar, suatu pemilihan 
umum sering dijuluki pesta demokrasi. Ini adalah akibat cara 
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berpikir lama dari sebagian masyarakat yang masih terlalu tinggi 
meletakkan tokoh idola, bukan sistem pemerintahan yang bagus, 
sebagai tokoh impian ratu adil. Padahal sebaik apa pun seorang 
pemimpin negara, masa hidupnya akan jauh lebih pendek daripada 
masa hidup suatu sistem yang sudah teruji mampu membangun 
negara. Banyak negara demokrasi hanya memberikan hak pilih 
kepada warga yang telah melewati umur tertentu, misalnya umur 18 
tahun, dan yang tak memliki catatan kriminal (misal, narapidana 
atau bekas narapidana). 
Di Indonesia pun telah mengalami perubahan sistem 
demokrasi sampai 2 kali, yaitu :  
1) Yang pertama adalah Demokrasi Parlementer, dimana 
Indonesia mengadopsi undang-undang baru yang terdiri dari 
sistem parlemen di mana dewan eksekutifnya dipilih oleh dan 
bertanggung jawab kepada parlemen atau MPR. MPR terbagi 
kepada partai-partai politik sebelum dan sesudah pemilu 
pertama pada tahun 1955, sehingga koalisi pemerintah yang 
stabil susah dicapai. Peran Islam di Indonesia menjadi hal yang 
rumit. Soekarno lebih memilih negara sekuler yang 
berdasarkan Pancasila sementara beberapa kelompok Muslim 
lebih menginginkan negara Islam atau undang-undang yang 
berisi sebuah bagian yang menyaratkan umat Islam takluk 
kepada hukum Islam 
2) Yang Terakhir adalah Demokrasi Terpimpin dimana saat 
terjadinya pemberontakan yang gagal di Sumatera, Sulawesi, 
Jawa Barat dan pulau-pulau lainnya yang dimulai sejak 1958, 
ditambah kegagalan MPR untuk mengembangkan konstitusi 
baru, melemahkan sistem parlemen Indonesia. Akibatnya pada 
1959 ketika Presiden Soekarno secara unilateral 
membangkitkan kembali konstitusi 1945 yang bersifat 
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sementara, yang memberikan kekuatan presidensil yang besar, 
dia tidak menemui banyak hambatan. Dari 1959 hingga 1965, 
Presiden Soekarno berkuasa dalam rezim yang otoriter di 
bawah label "Demokrasi Terpimpin". Dia juga menggeser 
kebijakan luar negeri Indonesia menuju non-blok, kebijakan 
yang didukung para pemimpin penting negara-negara bekas 
jajahan yang menolak aliansi resmi dengan Blok Barat maupun 
Blok Uni Soviet. Para pemimpin tersebut berkumpul di 
Bandung, Jawa Barat pada tahun 1955 dalam KTT Asia-Afrika 
untuk mendirikan fondasi yang kelak menjadi Gerakan Non-
Blok. Pada akhir 1950-an dan awal 1960-an, Soekarno 
bergerak lebih dekat kepada negara-negara komunis Asia dan 
kepada Partai Komunis Indonesia (PKI) di dalam negeri. Meski 
PKI merupakan partai komunis terbesar di dunia di luar Uni 
Soviet dan China, dukungan massanya tak pernah 
menunjukkan penurutan ideologis kepada partai komunis 
seperti di negara-negara lainnya. 
d. Sistem Pemerintahan Presidensiil 
Sistem pemerintahan presidensiil merupakan sistem 
pemerintahan negara Republik dimana kekuasaan eksekutif dipilih 
melalui Pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif. Menurut 
Rod Hague pemerintahan presidensiil terdiri dari 3 unsur yaitu: 
1) Presiden yang dipilih rakyat memimpin pemerintahan dan 
mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan yang terkait. 
2) Presiden dengan dewan perwakilan memiliki masa jabatan yang 
tetap, tidak bisa saling menjatuhkan. 
Tidak ada status yang tumpang tindih antara badan eksekutif 
dan badan legislatif. Dalam sistem presidensiil, presiden memiliki 
posisi yang relatif kuat dan tidak dapat dijatuhkan karena rendah 
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subjektif seperti rendahnya dukungan politik. Namun masih ada 
mekanisme untuk mengontrol presiden. Jika presiden melakukan 
pelanggaran konstitusi, pengkhianatan terhadap negara, dan terlibat 
masalah kriminal, posisi presiden bisa dijatuhkan. Bila ia 
diberhentikan karena pelanggaran-pelanggaran tertentu, biasanya 
seorang wakil presiden akan menggantikan posisinya. 
Jika untuk sistem pemerintahan di daerah yang dipimpin 
oleh seorang kepala daerah juga melalui Pemilu yang dilakukan 
secara langsung, tetapi dalam sistem Presidensial kekuasaan 
eksekutif terpisah dengan kekuasaan legislatif dan tidak ada 
tumpang tindih antara badan eksekutif dengan badan legislatif. 
Sedangkan dalam pemerintahan daerah kebijakan otonomi daerah 
di Indonesia telah membawa perubahan yang sangat mendasar 
terhadap hubungan Pemerintah Daerah (eksekutif) dengan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau legislatif. Hal ini 
menunjukkan bahwa di antara legislatif dan eksekutif terjadi 
hubungan keagenan (Halim, 2002; Halim & Abdullah, 2006). 
Perubahan ini juga berimplikasi pada kian besarnya peran legislatif 
dalam pembuatan kebijakan publik, termasuk penganggaran daerah. 
Kondisi powerful yang dimiliki legislatif menyebabkan tekanan 
kepada eksekutif menjadi semakin besar. Posisi eksekutif yang 
“lebih rendah” dari legislatif membuat eksekutif sulit menolak 
“rekomendasi” legislatif dalam pengalokasian sumberdaya yang 
memberikan keuntungan kepada legislatif. Selain itu kepala daerah 
diangkat atau diberhentikan juga berdasarkan keputusan Rapat 
Paripurna DPRD dan disahkan oleh Presiden. Kepala daerah juga 
mempunyai kewajiban memberikan laporan penyelenggaraan 
pemerintahan daerah kepada pemerintah dan memberikan laporan 
keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD. Pemerintah daerah 
bersama-sama DPRD juga mengatur urusan pemerintahan daerah 
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yang menjadi kewenangannya. Oleh karena itu teori demokrasi 
eksekutif yang diterapkan dalam pemilihan presiden berbeda 
dengan saat pemilihan kepala daerah. Hanya ada satu poin yang 
sama pada saat pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah, 
yaitu kekuasaan eksekutif diangkat berdasarkan demokrasi rakyat 
dan dipilih langsung oleh mereka. Perbedaan yang tampak adalah 
Presiden mempunyai hak prerogatif (hak istimewa), Menteri-
menteri hanya bertanggung jawab pada kekuasaan eksekutif  bukan 
pada kekuasaan legislatif, presiden tidak bertanggung jawab pada 
kekuasaan legislatif. Dalam pemerintahan daerah posisi eksekutif 
lebih rendah dari legislatif sehingga membuat peran legislatif  lebih 
besar dalam membuat kebijakan. 
 
2. Tinjauan Umum tentang Pemerintahan Daerah 
Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah 
provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah kabupaten dan 
daerah kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota 
mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. 
Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur 
dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan 
tugas pembantuan. Di dalam sistem pemerintahan daerah berdasarkan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berikut 
peraturan perundang-undangan yang pernah berlaku, asas desentralisasi 
dan otonomi selalu menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan 
daerah, walaupun dalam lingkup substansi dan perwujudannya masih 
terlihat sedang mencari bentuk serta mengalami berbagai 
perkembangan (Juanda, 2008 : 24). 
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Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali 
urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai 
urusan Pemerintah Pusat. Pemerintahan daerah berhak menetapkan 
peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan 
otonomi dan tugas pembantuan. Susunan dan tata cara penyelenggaraan 
pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang. Dengan 
diberikannya hak otonomi tersebut kepada daerah, diharapkan dapat 
meningkatkan kesejahteraan masing-masing daerah (B.N. Marbun, 
2005 : 16). 
Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota 
memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya 
dipilih melalui pemilihan umum. Gubernur, Bupati, dan Walikota 
masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten 
dan Kota dipilih secara demokratis. Hubungan wewenang antara 
pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota 
atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-
undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. 
Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfatan sumber daya alam 
dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan 
daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan 
undang-undang. 
Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan 
daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan 
undang-undang. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan 
masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih 
hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara 
Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. 
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Pencanangan otonomi daerah pada tanggal 1 Januari 2001, tentu 
saja tidak sedemikian saja memenuhi keinginan daerah, bahwa dengan 
otonomi daerah segalanya akan berjalan dengan lancar dan mulus. 
Keberhasilan otonomi daerah sangat tergantung kepada pemerintahan 
daerah,yaitu DPRD dan kepala daerah dan perangkat daerah serta 
masyarakatnya untuk bekerja keras, terampil, disiplin, dan berprilaku 
sesuai dengan nilai, norma, dan moral serta ketentuan peraturan 
perundangan yang berlaku dengan memperhatikan prasarana dan sarana 
serta dana yang terbatas secara efisien, efektif, dan profesional (H.A.W. 
Widjaja, 2005 : 23-24). 
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 (Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004). Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang 
Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah telah mengatur hubungan 
kekuasaan pusat dan daerah pada bobot yang seimbang dalam arti 
kekuasaan yang dimiliki pusat dan daerah berada dalam titik 
keseimbangan (balance power sharing). Di dalam Undang-undang 
Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah ini terdapat 
kelemahan yaitu tidak konsisten dan konskuennya pelaksanaan 
Undang-undang tersebut (J. Kaloh, 2007 : 138). 
Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 disebutkan yang 
dimaksud otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk 
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat  setempat menurut 
prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. Dalam kenyataannya Undang-Undang 
Nomor 22 Tahun 1999 tidak sesuai dengan perkembangan keadaan 
ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah ,perlu 
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diganti (direvisi) dan kemudian disyahkan Undang-undang yang baru 
yaitu Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (H.A.W Widjaja, 2005 : 36-37).  
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan yang 
dimaksud dengan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan 
kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. Sedangkan dalam Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan 
mengenai penambahan ayat pada Pasal 26 Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 dengan 4 ayat tambahan. 
Pemerintahan Daerah juga tidak diartikan sama antara Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 1999 dengan Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004, dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 
Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan daerah 
otonom oleh pemerintah daaerah  dan  DPRD menurut asas 
desentralisasi, sedangkan pemerintah daerah itu yang dimaksud adalah 
Kepala daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai 
badan eksekutif daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
menyatakan bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan 
urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia 1945, sedangkan pemerintah daerah adalah Gubernur, 
Bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah. 
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Pada dasarnya memang pemahaman mengenai pemerintahan 
daerah atau bahkan otonomi daerah di Indonesia terus berkembang. 
Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah 
provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah kabupaten dan 
daerah kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota 
mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. 
Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur 
dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan 
tugas pembantuan. 
Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali 
urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai 
urusan Pemerintah Pusat. Pemerintahan daerah berhak menetapkan 
peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan 
otonomi dan tugas pembantuan. Susunan dan tata cara penyelenggaraan 
pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang. Pemerintahan 
daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui 
pemilihan umum. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing 
sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota 
dipilih secara demokratis. 
Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah 
daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan 
kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan 
memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Hubungan 
keuangan, pelayanan umum, pemanfatan sumber daya alam dan sumber 
daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur 
dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. 
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Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan 
daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan 
undang-undang. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan 
masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih 
hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara 
Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. 
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Pemerintahan Daerah 
Provinsi terdiri atas Pemerintah Daerah Provinsi dan DPRD Provinsi. 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota dan DPRD Kabupaten/Kota. 
 
3. Tinjauan Umum tentang Pengisian Jabatan Daerah 
Ditinjau dari aspek yuridis Jabatan daerah adalah kepala daerah 
yang terdiri dari Gubernur dan Wakil Gubernur. Dalam Pasal 18 ayat 
(4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa gubernur, bupati dan walikota 
dipilih secara demokratis. Selama ini proses pemilihan kepala daerah 
yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 juncto 
Nomor 151 Tahun 2000 tentang Cara Pemilihan, Pengesahan, dan 
Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara 
prosedural kewenangannya masih berada di tangan anggota DPRD.  
Tentang arti pemilihan umum ini, menurut Civil Rights Law 
Journal Symposium, 
(http://www.law.gmu.edu/gmucrlj/symposium.php, terakhir dikunjungi 
pada Senin, 3 Agustus 2009, 01.45 WIB), bahwa : 
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“An election is a formal decision-making process by which a 
population chooses an individual to hold public office. Elections 
have been the usual mechanism by which modern representative 
democracy since the 17th century. Elections may fill offices in 
the legislature, sometimes in the executive and judiciary, and for 
regional and local government. This process is also used in 
many other private and business organizations, from clubs to 
voluntary associations and corporations.” 
Pemilihan umum menurut pengertian diatas adalah proses 
pengisian jabatan yang dilakukan oleh masyarakat di tempat yang 
sudah ditentukan. Pemilihan umum mempunyai tata cara tersendiri 
yaitu melalui demokrasi perwakilan yang modern sejak abad yang ke 
17. Pemilihan umum adalah cara untuk mengisi kursi yang ada di 
Dewan Perwakilan, Badan Eksektif, Badan Peradilan dan Pemerintahan 
Daerah. 
Kewenangan yang begitu luas ini tidak diimbangi oleh 
keterampilan untuk mengartikulasi dan mengagresikan aspirasi 
masyarakat daerah secara optimal. Banyak kasus praktik politik uang, 
politik an-sich, dukungan irasional partai politik dan campur tangan elit 
pejabat dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah semakin 
memperkokoh pendapat bahwa sebaiknya pemilihan kepala daerah 
dilakukan secara langsung oleh masyarakat daerah. 
Hal tersebut berubah seiring dengan diundangkannya Undang-
Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang susunan dan kedudukan Majelis  
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan 
antara lain bahwa DPRD tidak memiliki tugas dan wewenang untuk 
memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah, maka secara 
demokratis dalam undang-undang ini dilakukan oleh rakyat secara 
langsung. Kepala daerah dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 
seorang wakil kepala daerah dan perangkat daerah. Kemudian 
diperkuat lagi dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 
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Tahun 2004 dan terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang perubahan kedua undang-undang yaitu Undang-undang Nomor 
22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. 
Dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 adalah 
penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom oleh pemerintah daaerah  
dan  DPRD menurut asas desentralisasi, sedangkan pemerintah daerah 
itu yang dimaksud adalah Kepala daerah beserta perangkat daerah 
otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah. 
Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan 
bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi 
dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam 
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
1945, sedangkan pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau 
walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah. 
Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih secara langsung 
oleh rakyat yang persyaratan dan tata cara ditetapkan dalam peraturan 
perundang-undangan. Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala 
daerah dapat dicalonkan baik oleh partai politik peserta pemilu yang 
memperoleh jumlah kursi tertentu dalam DPRD dan atau memperoleh 
dukungan suara dalam pemilu legislatif  dalam jumlah tertentu. 
Adapun semangat yang mendasari perlunya pilkada secara 
langsung oleh rakyat daerah tidak terlepas dari latar belakang sebagai 
berikut : 
a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan aturan pendukung lain 
di bawahnya sudah tidak sesuai lagi dengan perubahan sistem 
ketatanegaraan karena adanya amandemen UUD 1945, terutama 
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pada pasal 18 ayat 4 yang menyatakan bahwa gubernur, bupati dan 
walikota dipilih secara demokratis. 
b. Adanya tuntutan dari masyarakat yang menghendaki kepala daerah 
dipilih secara langsung dengan keyakinan bahwa pemimpin yang 
terpilih nanti akan mampu membawa masyarakat daerah menuju 
perbaikan dan kemakmuran selama perlakuan Undang-Undang 
Nomor 22 Tahun 1999 aspirasi rakyat daerah terabaikan khususnya 
keinginan terhadap pemerintahan daerah yang bersih dan 
bertanggung jawab, tidak KKN, dan keseimbangan dalam keadilan. 
c. Adanya poltik kepentingan yang dilakukan oleh para anggota 
DPRD terutama pada penyampaian LPJ dan pemilihan kepala 
daerah. 
Dari ketiga latar belakang tersebut diatas, yang paling dominan 
dan yang merupakan keinginan mendasar dari masyarakat adalah 
munculnya pemimpin yang betul-betul mampu membawa masyarakat 
daerah menuju perbaikan dan kemakmuran, pemimpin yang arif dan 
biaksana. Ditinjau dari aspek sejarah hal-hal tersebut diatas berbenturan 
dengan daerah yang mempunyai sifat keistimewaan karena negara 
mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang 
bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-
undang. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan 
masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih 
hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara 
Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. 
Daerah-daerah yang mempunyai sifat khusus atau sifat 
keistimewaan mempunyai tradisi atau tata cara tersendiri dalam 
menentukan cara pengisian jabatan kepala daerah dan wakil kepala 
daerah. Tata cara tersebut dipatuhi dan dijunjung tinggi oleh 
masyarakat di daerah tersebut. 
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Untuk sekarang proses pemilihan Kepala daerah dan wakil 
kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan 
secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, 
jujur, dan adil. Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah 
warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat tertentu. 
Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang 
memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah suara sah 
ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih. Apabila ketentuan tersebut 
tidak terpenuhi, pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah 
yang memperoleh suara lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari 
jumlah suara sah, pasangan calon yang perolehan suaranya terbesar 
dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih. 
Apabila tidak ada yang mencapai 25% (dua puluh lima persen) 
dari jumlah suara sah, dilakukan pemilihan putaran kedua yang diikuti 
oleh pemenang pertama dan pemenang kedua. Pasangan calon kepala 
daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara terbanyak pada 
putaran kedua dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih. 
Gubernur dan Wakil Gubernur dilantik oleh Menteri Dalam 
Negeri atas nama Presiden dalam sebuah sidang DPRD Provinsi. Bupati 
dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota dilantik oleh 
Gubernur atas nama Presiden dalam sebuah sidang DPRD Kabupaten 
atau Kota. 
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B. Kerangka Pemikiran 
Dalam penelitian hukum ini peneliti mempunyai kerangka/pola pikir 
seperti yang tertuang dalam bagan sebagai berikut : 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rancangan Undang-Undang 
Keistimewaan Daerah 
Istimewa Yogyakarta 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 
1950 tentang Pembentukan 
Daerah Keistimewaan 
Undang-Undang 
Dasar 1945 
Pasal 18 
Undang-Undang Nomor 
32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah 
Pengisian Jabatan 
Posisi Gubernur Daerah 
Istimewa Yogyakarta 
Asas Demokrasi 
44 
Keterangan : 
 
Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa gubernur, 
bupati, dan walikota dipilih secara demokratis. Dalam salah satu pasal 
dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan 
daerah yaitu dalam pasal 56 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang 
mengatur mengenai pemilihan kepala daerah. Berdasarkan pasal 18 ayat (4) 
UUD 1945 juga menyebutkan adanya daerah yang bersifat khusus oleh 
karena itu diajukan Rancangan Undang-Undang Keistimewaan. Hal 
tersebut diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang 
pembentukan daerah istimewa. Di Daerah Istimewa Yogyakarta sedang 
mengalami dilema dalam pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur. 
Hal tersebut terjadi karena adanya otonomi daerah dimana 
penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah dilakukan oleh pemerintah 
daerah dan DPRD. 
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BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur di Daerah 
Istimewa Yogyakarta 
 
 
1. Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur di Daerah 
Istimewa Yogyakarta jika ditinjau dari Undang-undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
jelas disebutkan adanya institusi pemerintahan daerah provinsi yang 
terdiri atas jabatan Gubernur dan institusi DPRD provinsi. Kedua 
institusi atau jabatan Gubernur dan DPRD provinsi itu secara 
bersama-sama disebut oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 sebagai Pemerintahan Daerah. Dalam pasal 18 
ayat (1) undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan: 
“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-
daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan 
kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai 
pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-Undang". 
 Pemerintahan daerah provinsi mempunyai Gubenur dan DPRD 
provinsi, pemerintahan daerah kabupaten mempunyai Bupati dan 
DPRD kabupaten, dan pemerintahan kota mempunyai Walikota dan 
DPRD kota. Gubernur menurut ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 
adalah kepala pemerintahan daerah provinsi. Menurut ketentuan ini, 
sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, Gubernur dipilih secara 
deomkratis. Ketentuan pemilihan yang diharuskan bersifat demokratis 
ini dijabarkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yaitu 
pemilihan itu diharuskan dilakukan secara langsung oleh rakyat. 
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Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 setebal 117 halaman 
yang terdiri dari 240 pasal memuat tentang tata cara pemilihan kepala 
daerah dan wakil kepala daerah beserta penyelenggaraannya. Dalam 
Undang-undang ini Kepala daerah dan Wakil kepala daerah dipilih 
dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis 
berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil 
(Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 ). 
Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pelaksanaan 
pemilihan Kepala daerah dan Wakil kepala daerah merupakan 
wewenang Pemerintah Daerah. Permerintah daerah berwenang untuk 
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada 
daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan 
masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran 
serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, daerah 
diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan 
prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, keistimewaan dan 
kekhususan serta potensi keanekaragaman daerah dalam sistem 
Negara Kesatuan Republik Indonesia (J.Kaloh, 2007 : 72). 
Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-
luasnya, dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan 
mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan 
pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk 
memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan 
pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan 
kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan 
pula prinsip otonomi nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi 
nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan 
pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan 
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kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, 
hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. 
Sedangkan yang dimaksud dengan otonomi daerah yang bertanggung 
jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-
benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang 
pada dasarnya untuk memberdayakan daearah termasuk meningkatkan 
kesejahteraan rakyat.  
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah hasil perubahan 
dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan 
Daerah. Terkait dengan adanya penyempurnaan terhadap Undang-
Undang tentang Pemerintahan Daerah, maka prinsip-prinsip 
penyempurnaan yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 sangat memperhatikan hal-hal sebagai berikut (J. Kaloh, 
2007 : 75-76) : 
a. Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah tetap dilaksanakan 
dan tidak ada maksud untuk melakukan resentralisasi; 
b. Konsep otonomi luas,nyata dan bertanggung jawab tetap dijadikan 
acuan dengan meletakkan pelaksanaan otonomi pada tingkat 
daerah yang paling dekat dengan masyarakat; 
c. Tujuan pemberian otonomi tetap seperti yang dirumuskan sampai 
saat ini yaitu untuk memberdayakan potensi daerah, termasuk 
masyarakatnya, mendorong prakarsa dan peran serta masyarakat 
dalam proses pemerintahan dan pembangunan. Di samping itu 
untuk lebih meningkatkan efisiensi,efektivitas dan akuntabilitas 
penyelenggaraan fungsi-fungsi seperti pelayanan, pengembangan, 
dan perlindungan terhadap masyarakat dalam ikatan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI); 
d. Asas-asas penyelenggaraan pemerintahan seperti desentralisasi, 
dekonsentrasi dan tugas pembangunan, diselenggarakan secara 
proporsional sehingga saling menunjang; 
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e. Penyempurnaan dimaksudkan untuk melengkapi beberapa 
ketentuan yang belum cukup diatur; dan 
f. Penyempurnaan dimaksud untuk memberi tambahan penjelasan.   
Berdasarkan uraian diatas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 
1999 dikenal juga dengan Undang-Undang Otonomi Daerah. 
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai ketentuan yang 
digariskan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tetap diakui. 
Pada Pasal 122 dinyatakan bahwa keistimewaan untuk Provinsi 
Daerah Istimewa Aceh dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 
sebagaimana dimaksud dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
1974, adalah tetap dengan ketentuan bahwa penyelenggaraan 
pemerintahan Provinsi Istimewa Aceh dan Provinsi Istimewa 
Yogyakarta didasarkan pada undang-undang ini. Begitu pula UU 
terbaru tentang Pemerintah Daerah (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004) pada Pasal 226 ayat (2) menegaskan bahwa keistimewaan untuk 
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, adalah tetap dengan 
ketentuan bahwa penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Daerah 
Istimewa Yogyakarta didasarkan pada Undang-Undang ini. 
Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pada Pasal 226 
ayat (2) menegaskan bahwa keistimewaan untuk Provinsi Daerah 
Istimewa Yogyakarta adalah tetap sebagaimana tertuang dalam 
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Tetapi dalam Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 juga menegaskan bahwa 
penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 
didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Berdasarkan 
hal ini maka keistimewaan yang selama ini melekat pada Provinsi 
Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi kabur. 
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Otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004 mempunyai pengertian adalah hak,  wewenang,  dan    kewajiban 
daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. Daerah otonom, selanjutnya  disebut    
daerah,     adalah    kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai 
batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan 
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa 
sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 
Disamping otonomi daerah, desentralisasi juga diperhatikan 
dalam penyempurnaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 
menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Desentralisasi 
adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada 
daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan 
dalam sistem Negara Keastuan Republik Indonesia. Dekonsentrasi  
adalah pelimpahan wewenang   pemerintahan   oleh Pemerintah 
kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi 
vertikal di wilayah tertentu. Tugas pembantuan adalah penugasan  dari    
Pemerintah    kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi 
kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten 
kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. 
Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, 
kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan 
sebagai urusan Pemerintah Pusat. Pemerintahan daerah berhak 
menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk 
melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Susunan dan tata cara 
penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang. 
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Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota 
memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya 
dipilih melalui pemilihan umum. Gubernur, Bupati, dan Walikota 
masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, 
Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis. 
Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah 
daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan 
kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan 
memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Hubungan 
keuangan, pelayanan umum, pemanfatan sumber daya alam dan 
sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah 
diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-
undang. 
Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan 
pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang 
diatur dengan undang-undang. Negara mengakui dan menghormati 
kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya 
sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat 
dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam 
Undang-Undang. 
Kekhususan atau keistimewaan yang diberikan pemerintah 
kepada daerah, dimungkinkan sesuai amanah Pasal 18B ayat (1) UUD 
1945 yang menyatakan: “Negara mengakui dan menghormati satuan-
satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat 
istimewa yang diatur dengan undang-undang”. Pemberian otonomi 
khusus dan keistimewaan tersebut menurut hemat saya tidak akan 
membahayakan NKRI. Negara kita tetap berbentuk kesatuan (unitary 
state). Hanya kepada daerah-daerah itu karena statusnya sebagai 
daerah khusus atau daerah istimewa, pemerintah menyerahkan 
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kewenangan yang lebih luas dan banyak. Dalam menjalankan 
kewenangannya, daerah-daerah itu tidak bisa lepas dari konstitusi dan 
sistem pemerintahan yang ditetapkan pemerintah pusat. Praktek ini 
sudah sesuai dengan konsep desentralisasi asimetris dan secara 
empirik dijumpai di negara-negara lain di dunia,seperti wilayah 
Quebec di Kanada, Basque di Spanyol, Moro di Filipina,dan 
Bougenville di Papua New Guinea. (http:// www.setneg.go.id/ 
index.php? Option =com_content &task =view&id =3519&Itemid 
=281) 
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Pemerintahan Daerah 
Provinsi terdiri atas Pemerintah Daerah Provinsi dan DPRD Provinsi. 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota dan DPRD Kabupaten/Kota. 
Jika ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tetap 
digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Daerah 
Yogyakarta maka ketentuan tersebut menyalahi ketentuan yang 
termuat dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tidak sesuai dengan keadaan socio politic masyarakat 
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang menghendaki Sultan tetap 
menjabat sebagai gubernur atau kepala pemerintahan di Provinsi 
Daerah Istimewa Yogyakarta. 
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2. Pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur di Daerah 
Istimewa Yogyakarta jika ditinjau dari Rancangan Undang-
Undang Keistimewaan 
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (atau Yogyakarta) dan 
seringkali disingkat DIY adalah sebuah provinsi di Indonesia yang 
terletak di bagian selatan Pulau Jawa dan berbatasan dengan Provinsi 
Jawa Tengah di sebelah utara. Secara geografis Yogyakarta terletak di 
pulau Jawa bagian Tengah. Daerah tersebut terkena bencana gempa 
pada tanggal 27 Mei 2006 yang mengakibatkan 1,2 juta orang tidak 
memiliki rumah. 
Propinsi DI. Yogyakarta memiliki lembaga pengawasan 
pelayanan umum bernama Ombudsman Daerah Yogyakarta yang 
dibentuk dengan Keputusan Gubernur DIY. Sri Sultan HB X pada 
tahun 2004. Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebuah provinsi yang 
berdasarkan wilayah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan 
Kadipaten Pakualaman. Selain itu ditambahkan pula mantan-mantan 
wilayah Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan Praja Mangkunagaran 
yang sebelumnya merupakan enklave di Yogyakarta. 
a. Sejarah Awal Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta 
Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dirunut 
asal mulanya dari tahun 1945, bahkan sebelum itu. Beberapa 
minggu setelah Proklamasi 17 Agustus 1945, atas desakan rakyat 
dan setelah melihat kondisi yang ada, Hamengkubuwono IX 
mengeluarkan dekrit kerajaan yang dikenal dengan Amanat 5 
September 1945 . Isi dekrit tersebut adalah integrasi monarki 
Yogyakarta ke dalam Republik Indonesia.  
Dekrit dengan isi yang serupa juga dikeluarkan oleh Paku 
Alam VIII pada hari yang sama. Dekrit integrasi dengan Republik 
Indonesia semacam itu sebenarnya juga dikeluarkan oleh berbagai 
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monarki di Nusantara, walau tidak sedikit monarki yang menunggu 
ditegakkannya pemerintahan Nederland Indische setelah kekalahan 
Jepang. Pada saat itu kekuasaan Kasultanan Yogyakarta meliputi: 
1) Kabupaten Kota Yogyakarta dengan bupatinya KRT 
Hardjodiningrat,  
2) Kabupaten Sleman dengan bupatinya KRT Pringgodiningrat,  
3) Kabupaten Bantul dengan bupatinya KRT Joyodiningrat,  
4) Kabupaten Gunungkidul dengan bupatinya KRT 
Suryodiningrat,  
5) Kabupaten Kulonprogo dengan bupatinya KRT Secodiningrat.  
 
Sedangkan kekuasaan Praja Paku Alaman meliputi: 
1) Kabupaten Kota Paku Alaman dengan bupatinya KRT 
Brotodiningrat, 
2) Kabupaten Adikarto dengan bupatinya KRT Suryaningprang. 
Dengan memanfaatkan momentum terbentuknya Badan 
Pekerja Komite Nasional Indonesia Daerah Yogyakarta pada 29 
Oktober 1945 dengan ketua Moch Saleh dan wakil ketua S. 
Joyodiningrat dan Ki Bagus Hadikusumo, maka sehari sesudahnya, 
semufakat dengan Badan Pekerja KNI Daerah Yogyakarta, 
Hamengkubuwono IX dan Paku Alam VIII mengeluarkan dekrit 
kerajaan bersama (dikenal dengan Amanat 30 Oktober 1945 ) yang 
isinya menyerahkan kekuasaan Legeslatif pada Badan Pekerja KNI 
Daerah Yogyakarta. Mulai saat itu pula kedua penguasa kerajaan di 
Jawa bagian selatan mengeluarkan dekrit bersama dan memulai 
persatuan dua kerajaan. 
Semenjak saat itu dekrit kerajaan tidak hanya ditandatangani 
kedua penguasa monarki melainkan juga oleh ketua Badan Pekerja 
KNI Daerah Yogyakarta sebagai simbol persetujuan rakyat. 
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Perkembangan monarki persatuan mengalami pasang dan surut. 
Pada 18 Mei 1946, secara resmi nama Daerah Istimewa Yogyakarta 
mulai digunakan dalam urusan pemerintahan menegaskan persatuan 
dua daerah kerajaan untuk menjadi sebuah daerah istimewa dari 
Negara Indonesia. 
Penggunaan nama tersebut ada di dalam Maklumat No 18 
tentang Dewan-Dewan Perwakilan Rakyat di Daerah Istimewa 
Yogyakarta (lihat Maklumat Yogyakarta No. 18 ). Pemerintahan 
monarki persatuan tetap berlangsung sampai dikeluarkannya 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang pembentukan 
Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengukuhkan daerah 
Kesultanan Yogyakarta dan daerah Paku Alaman adalah bagian 
integral Negara Indonesia. 
"(1) Daerah jang meliputi daerah Kesultanan Jogjakarta 
dan daerah Paku Alaman ditetapkan menjadi Daerah 
Istimewa Jogjakarta. (2) Daerah Istimewa Jogjakarta 
adalah setingkat dengan Propinsi." (Pasal 1 Undang-Undang 
Nomor 3 Tahun 1950). 
 
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri atas 4 
kabupaten dan 1 kota. Ibu kotanya adalah Yogyakarta. Berikut 
adalah daftar kabupaten dan kota di Daerah Istimewa Yogyakarta, 
beserta ibukota kabupaten. 
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Kabupaten Ibukota Kabupaten 
Bantul Bantul 
Guning Kidul Wonosari 
Kulon Progo Wates 
Sleman Sleman 
 
Kota  
Yogyakarta  
 
 
b. Pemerintahan 
Dasar filosofi pembangunan daerah Provinsi Daerah 
Istimewa Yogyakarta adalah Hamemayu Hayuning Bawana, 
sebagai cita-cita luhur untuk menyempurnakan tata nilai kehidupan 
masyarakat Yogyakarta berdasarkan nilai budaya daerah yang perlu 
dilestarikan dan dikembangkan. Dasar filosofi yang lain adalah 
Hamangku-Hamengku-Hamengkoni, Tahta Untuk Rakyat, dan 
Tahta untuk Kesejahteraan Sosial-kultural. 
 
c. Landasan Yuridis Konstitusional 
Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta secara legal formal 
dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950  (Berita 
Negara Tahun 1950 Nomor 3) dan Undang-Undang Nomor 19 
Tahun 1950  (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 48) yang 
diberlakukan mulai 15 Agustus 1950 dengan PP Nomor 31 Tahun 
1950  (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 58). 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai isi yang sangat singkat 
dengan 7 pasal dan sebuah lampiran daftar kewenangan otonomi. 
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Undang-Undang tersebut hanya mengatur wilayah dan ibu kota, 
jumlah anggota DPRD, macam kewenangan Pemerintah Daerah 
Istimewa, serta aturan-aturan yang sifatnya adalah peralihan. 
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1950 sendiri adalah revisi dari 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 yang berisi penambahan 
kewenangan bagi Daerah Istimewa Yogyakarta. 
Pembagian Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi kabupaten 
-kabupaten dan kota yang berotonomi dan diatur dengan Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 1950  (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 
44) dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950  (Berita Negara 
Tahun 1950 Nomor 45). Kedua undang-undang tersebut 
diberlakukan dengan PP Nomor 32 Tahun 1950  ( Berita Negara 
Tahun 1950 Nomor 59) yang mengatur Daerah Istimewa 
Yogyakarta menjadi kabupaten-kabupaten: 
1) Bantul beribukota di Bantul 
2) Sleman beribukota di Sleman  
3) Gunung kidul beribukota di Wonosari  
4) Kulon Progo beribukota di Sentolo  
5) Adikarto beribukota di Wates  
6) Kota Besar Yogyakarta. 
Dengan alasan efisiensi, pada tahun 1951, kabupaten 
Adikarto yang beribukota di Wates digabung dengan kabupaten 
Kulon Progo yang beribukota di Sentolo menjadi Kabupaten Kulon 
Progo dengan ibu kota Wates. Penggabungan kedua daerah ini 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951  (Lembaran 
Negara Tahun 1951 Nomor 101). Semua Undnag-Undang 
mengenai pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta dan 
Kabupaten dan Kota di dalam lingkungannya, dibentuk berdasarkan 
Undang-Undang Pokok tentang Pemerintah Daerah (Undang-
Undnag Nomor 22 Tahun 1948). 
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Selanjutnya, demi kelancaran tata pemerintahan, sesuai 
dengan mosi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa 
Yogyakarta Nomor 6/1952 tertanggal 24 September 1952, daerah-
daerah enclave Imogiri, Kota Gede, dan Ngawen dilepaskan dari 
Propinsi Jawa Tengah dan kabupaten-kabupaten yang bersangkutan 
kemudian dimasukkan ke dalam wilayah Daerah Istimewa 
Yogyakarta dan kabupaten-kabupaten yang wilayahnya melingkari 
daerah-daerah enclave tersebut. 
Penyatuan enclave-enclave ini berdasarkan Undang-Undang 
Darurat Nomor 5 Tahun 1957  (Lembaran Negara Tahun 1957 
Nomor 5) yang kemudian disetujui oleh DPR menjadi Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1958  (Lembaran Negara Tahun 1958 
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1562). 
 
d. Konsep pemilihan Kepala Daerah berdasarkan Rancangan Undang-
Undang Keistimewaan 
Konsep ini akan menyoroti mengenai hak-hak konstitusi 
bagi rakyat Yogyakarta yang merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari NKRI. Persoalan yang muncul selama ini, adalah 
bagi rakyat Yogyakarta berdasarkan historis dan mekanisme 
ketatanegaraan terbentuknya NKRI dimana jabatan Gubernur dan 
Wakil Gubernur melekat pada Sultan dan Pakualam, sehingga tidak 
ada Pemilihan Kepala Daerah, namun hanya dengan Penetapan, di 
lain pihak otoritas Pemerintah Pusat menghendaki adanya 
Pemilihan Kepala Daerah, dengan alasan bahwa saat ini sudah 
seharusnya ditetapkan Demokrasi dan legal normatif berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yakni pasal 56 Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa Kepala Daerah 
harus dipilih secara demokratis, sehingga singkatnya harus melalui 
mekanisme Pemilihan, bukan penetapan. 
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Jika diruntut sejak  awal dibentuknya Undang-Undang 
Pemerintahan di daerah yakni mulai Penetapan Presiden Nomor 6 
Tahun 1959 kemudian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 
sampai pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 sebenarnya 
sudah ada penegasan mengenai Istimewanya Daerah Yogyakarta, 
yang pada prinsipnya menyatakan bahwa Kepala Daerah Istimewa 
diangkat oleh presiden dari keturunan keluarga yang “berkuasa” 
sebagai penghormatan atas pengorbanan dan dukungan yang 
diberikan kepada NKRI. Oleh karena itu Kepala Daerah Istimewa 
Yogyakarta adalah Keturunan dari Sultan Hamengku Buwono dan 
wakil Kepala Daerahnya berasal dari keturunan Sri Paduka Paku 
Alam. Kemudian pernyataan muncul kenapa sewaktu dibahasnya 
Undang-Undang pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 para wakil rakyat kita utamanya wakil rakyat yang 
berasal dari Daerah Istimewa Yogyakarta tidak memasukkan hak-
hak Daerah Istimewa ini yang merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari penjabaran dari Pasal 18B UUD 1945. 
Oleh karena itu, sebenarnya jika sebelum lahirnya RUU 
Keitimewaan, maka secara hukum Rakyat Yogyakarta bisa 
mengajukan gugatan Judical Review kepada Mahkamah Konstitusi, 
karena Hak-hak Konstitusi Rakyat Yogya telah dirugikan dengan 
lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut. 
Pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tersebut didasari pada adanya kerugian Konstitusi Rakyat Yogya, 
karena kita ketahui bahwa kerugian konstitusi bisa diangkat dalam 
gugatan kepada Mahkamah Konstitusi terhadap pengujian Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 karena isi maupun materi Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tidak memuat hak-hak Istimewa 
Daerah padahal di dalam Pasal 18B UUD 1945 mengatur adanya 
59 
pengakuan dan penghormatan pemerintahan daerah yang bersifat 
Istimewa seperti halnya Daerah Istimewa Yogyakarta. 
Bagaimanapun juga Hak Konstitusi Rakyat Yogya harus 
dihargai sebagai salah satu alasan untuk merumuskan materi 
gugatan kepada Mahkamah Konstitusi. Proses hak uji materiil ini 
pula bisa berlaku manakala RUUK jika akan menjadi Undang-
Undang Keistimewaan Yogyakarta dan ternyata tidak sesuai 
dengan aspirasi dan nilai historis lahirnya Daerah Istimewa 
Yogyakarta. Akan tetapi layak kiranya jika yang pertama 
dipersoalkan adalah materi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004, jika ternyata oleh Mahkamah Konstitusi mengabulkan dan 
akan diamandemen Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, maka 
DPR-RI yang sedang menggodok RUUK tersebut akan 
memuluskan jalan untuk mengakomodir Hak-hak Istimewa Daerah 
Yogyakarta yang pada akhirnya akan bermuara kepada Penetapan 
Kepala Daerah, bukan Pemilihan. Saat ini tergantung kemauan 
rakyat Yogyakarta untuk melawan secara hukum legalitas 
keberadaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan kita 
ketahui di Yogyakarta gudangnya pakar, utamanya pakar hukum 
untuk berkumpul mendiskusikan langkah-langkah hukum yang 
harus dilakukan ke depan, bukan sebaliknya melakukan pressure 
yang mungkin akan berakibat anarkis, padahal diketahui orang 
Yogya terkenal dengan sopan santunnya. 
Kedudukan Sultan dengan sangat jelas disebutkan dalam 
Draft Rancangan Undang-Undang Keistimewaan ini pada Pasal 1 
dan Pasal 9 yaitu sebagai Gubernur. Kedudukan Sultan ini 
dijelaskan sebagai konsekuensi dari keistimewaan Yogyakarta. 
Sultan sebagai Gubernur diangkat berdasarkan keturunan sehingga 
kekosongan jabatan sebagai akibat Sultan berhalangan tetap tidak 
diisi oleh orang lain (Pasal 16). Disebutkan dalam Pasal 10, DPRD 
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mengusulkan Sultan untuk diangkat sebagai Gubernur kepada 
Presiden. Bila dalam waktu 3 bulan, DPRD tidak mengusulkan 
Sultan menjadi Gubernur, Presiden memiliki hak untuk secara 
otomatis mengangkat Sultan sebagai Gubernur. Pasal 11 
menjelaskan lebih lanjut, bahwa bila Sultan belum memenuhi 
syarat sebagai Gubernur seperti yang telah ditentukan oleh undang-
undang yang berlaku, maka Wakil Gubernur yang tidak lain adalah 
Adipati Paku Alam akan menjalankan tugas sebagai penjabat 
Gubernur. 
Sultan sebagai gubernur memerankan 2 fungsi sekaligus 
yaitu sebagai kepala daerah otonom dan sebagai wakil pemerintah 
pusat (dekonsentrasi). Sebagai kepala daerah, Sultan hanya 
memiliki wewenang penuh atas bidang pertanahan, tata ruang, 
kebudayaan dan pariwisata (Pasal 5). Dengan demikian pengaturan 
kewenangan penuh Sultan hanya terbatas pada 3 bidang itu, 
demikian juga dengan wewenang legislasi penuh yang dimilikinya 
bersama dengan DPRD hanya dalam lingkup 3 bidang itu saja. 
Wewenang selebihnya merupakan wewenang pusat. Dalam 
kacamata Harry J. Friedman, posisi seperti ini sama artinya 
menempatkan Sultan sebagai birokrat (seumur hidup) (Harry J. 
Friedman, 1983 : 41). 
Dalam kacamata tradisional Jawa yang banyak dianut 
masyarakat Yogyakarta, Sultan adalah penguasa politik atas 
kerajaan Yogyakarta. Menempatkan Sultan sebagai birokrat 
merupakan sebuah penghinaan Jawa karena Sultan disamakan 
dengan pegawai pemerintah ( Sujamto, 1988 : 172-182). Tetapi dari 
kacamata pemerintah pusat di Jakarta, menempatkan Sultan sebagai 
gubernur birokrat merupakan sebuah cara untuk secara membatasi 
kekuasaan Sultan melalui pemberian kedudukan terhormat di 
daerahnya (Fred R. von der Mehden, 1969 : 78). 
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Dari 2 sudut pandang yang berbeda itu, nampak bahwa 
masalah pokok dalam kedudukan Sultan adalah bagaimana 
menempatkan Sultan dalam kedudukannya yang terhormat dalam 
masyarakat Yogyakarta. Persoalan ini merupakan persoalan yang 
dipandang dari bawah, dari sudut masyarakat. Permasalahan 
mengenai kedudukan Sultan menjadi sebuah persoalan besar ketika 
demokratisasi menjadi gejala baru dalam masyarakat Indonesia 
pada umumnya, dan Yogyakarta pada khususnya. Oleh karena itu, 
makalah ini akan mencoba menjawab permasalahan di atas dengan 
menguraikan kedudukan Sultan dalam konteks Kerajaan Mataram 
dan permasalahan kedudukan itu dalam konteks demokratisasi. 
Pada akhirnya, makalah ini akan berkesimpulan bahwa kedudukan 
Sultan harus dipisahkan secara politik guna menjamin kedudukan 
terhormat Sultan di tengah masyarakat ( Dr. P. J. Suwarno S.H : 
82-84 ). 
Sultan HB IX telah membuktikan dirinya sebagai Raja yang 
mampu menjadi penghubung antara pusat dan daerah. Setiap 
perubahan dinamika politik di tingkat pusat selalu diikuti dan 
kemudian ditindak lanjuti dengan perubahan kebijakan di tingkat 
lokal. Dengan demikian, posisi Sultan menjadi jaminan dari 
pemerintah pusat bahwa Yogyakarta tidak akan melepaskan dirinya 
dari NKRI. 
Perjuangan Sultan HB IX yang kemudian dilanjutkan oleh 
HB X saat ini untuk menuntut keistimewaan dipertahankan 
bukanlah perjuangan untuk menuntut pemerintahan Yogyakarta 
sebagai institusi politik yang demokratis sebab arah yang mau 
dituju adalah tetap lestarinya Kasultanan Yogyakarta. Pernyataan 
ini didukung oleh kenyataan bahwa letak keistimewaan selalu 
ditempatkan dalam koridor Sultan sebagai Gubernur secara 
otomatis, tanpa harus dipilih oleh rakyat atau wakil rakyat dan 
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tanpa harus mempertanggung jawabkan pelaksanaan 
pemerintahannya kepada rakyat atau wakil rakyat (DPRD). 
Jadi, keistimewaan yang diperjuangkan merupakan 
perjuangan menuju pada pelestarian sistem feodal yang mau 
mendasarkan diri pada kesetiaan primordial masyarakatnya. Oleh 
karena itu, perwujudan Keistimewaan Yogyakarta pada gilirannya 
akan menumbuhkan sentralisme kekuasaan baru dalam level lokal 
(Gideon Sjoberg : 51). Tetapi bahaya ini bisa dieliminir sebab 
Sultan ditempatkan sebagai birokrat dari pemerintah pusat sehingga 
meskipun Sultan menjadi Gubernur, dia tidak memiliki kekuasaan 
politik apa pun atas wilayahnya selain atas 3 urusan yang 
disebutkan di atas. 
Keitimewaan juga mengandung substansi-substansi yang 
perlu diperhatikan. Selain aspek asal-usul sejarah dan perannya 
dalam perjuangan lahirnya Republik Indonesia, tata cara 
pemerintahan termasuk suksesi kepala daerah, aspek pertanahan 
(tanah magersari) dan aspek budaya. Keistimewaan yang membela 
dan memperhatikan hak-hak kawula alit menjadi penting untuk 
diperhatikan. Untuk itu ada tiga hal inti dari spirit keistimewaan 
DIY 
(http://www.kr.co.id/web/detail.php?sid=169659&actmenu=39., 
terakhir dikunjungi Rabu, 3 Desember 2009, 11.05 WIB ), yaitu :  
1) Bargaining Power Religiusitas 
Mengenai pemaknaan pemimpin sebagai Sayyidil Qaumi 
Khadmuhum, yaitu pemimpin yang mengejawantahkan nilai-
nilai dan ajaran luhur Tahta untuk Rakyat. Di sini dimaknai 
bahwa kekuasaan (kerajaan / pemerintahan) digunakan sebagai 
alat untuk melayani kepentingan rakyat. Kepentingan rakyat 
meliputi terpenuhinya dalam hal pendidikan, pertanahan, 
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kesehatan, birokrasi, ekonomi sehingga rakyat mendapatkan 
hak-haknya. Di samping kewajiban untuk tunduk, taat, terikat 
pada kontrak perjanjian dengan penguasa (Raja) sebagai 
pemegang amanah rakyat untuk menjalankan roda 
pemerintahan. 
Dalam sistem kekuasaan Raja pada Kraton 
Ngayogyakarta Hadiningrat roda pemerintahan yang dijalankan 
digabungkan dengan nilai religius Islam Jawa guna menjalankan 
amanah melayani, melindungi kawulanya terlahir dari spirit 
mengabdi, sebagai abdun Allah SWT. Konsekuensinya dalam 
penyelenggaraannya, kebijakan (policy) yang diambil selalu 
dikomunikasikan dengan nilai-nilai spiritual Islam yang menjadi 
pedoman bagi Raja untuk membuat kebijakan yang tidak 
semata-mata bernilai materialis ekonomis, tetapi juga memiliki 
landasan metafisis Ketuhanan Ingkang Maha Welas lan Maha 
Asih. 
Dalam kaitan kekuasaan Kerajaan Mataram, nilai 
religiusitas Islam yang dikembangkan oleh para Wali Islam 
Jawa menjadi pola yang dianut Kraton Ngayogyakarta. Yakni 
pendekatan Islam kultural sehingga tidak terjadi pertentangan 
antara kebudayaan Islam dengan budaya Jawa, karena seperti 
yang diajarkan oleh leluhur Mataram bahwa Jawa itu Islam, 
dimana orang Jawa yang sudah tidak lagi mengamalkan Islam 
dalam kehidupannya itu berarti kehilangan Jawanya. Hal ini 
sangat logis karena Kerajaan Mataram didirikan dengan sendi-
sendi keislaman. 
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2) Demokratisasi dengan Penetapan (Masa Peralihan Orde Baru 
menuju Orde Reformasi). 
Masa-masa genting bagi kekuasaan Kraton 
Ngayogyakarta. Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai 
pemegang kekuasaan resmi secara berani mengambil sikap 
berseberangan dengan kekuasaan Soeharto yang saat itu masih 
memegang kekuasaan di Indonesia. Sri Sultan Hamengku 
Buwono X mengambil sikap tegas, berani berdiri dan duduk 
bersama suara rakyat yang meminta agar Presiden Soeharto 
mengundurkan diri. Hal ini sebagai bentuk pemihakan Raja 
kepada kepentingan rakyat. Di sinilah Raja mampu menjadi 
penyambung lidah rakyat, yakni dengan menunjukkan sikap, 
perbuatan, perkataan yang sesuai dengan aspirasi rakyat. 
Kekuasaan yang demikian inilah yang ke depan harus 
senantiasa dijaga bagi siapa pun pengemban amanah rakyat. 
Dalam konteks DIY, bagaimana dalam era reformasi yang 
ditandai dengan kebebasan berkumpul, berserikat, kebebasan 
informasi, era pasar bebas Kraton di Ngayogyakarta tetap 
mampu eksis dan memainkan peran yang strategis sehingga 
kedudukan, peran, fungsi Kraton Ngayogyakarta tetap up to date 
dengan dinamika sosial masyarakat di ranah nasional maupun 
global. Inilah keistimewaan kekuatan lokal yang nyata. 
Revisi Undang - Undang No 22 Tahun 1999 dengan UU 
No 32 Tahun 2004 yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah 
dalam pelaksanaannya telah menjadikan daerah, dalam hal ini 
Propinsi, Kabupaten / Kota memiliki kewenangan yang lebih 
luas dalam mengatur urusan rumah tangganya. Penghapusan 
sistem sentralisasi kekuasaan dengan desentralisasi kini 
membuat daerah memiliki bargaining kekuasaan dengan 
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pemerintah pusat. Tidak jarang ketidakharmonisan hubungan 
pemerintah daerah vs pemerintah pusat diakibatkan dari 
perbedaan, sudut pandang, penafsiran UU maupun background 
partai antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 
Dalam konteks DIY, ketidakharmonisan hubungan ini 
juga menguat manakala pemerintah pusat belum juga 
mengesahkan UU Keistimewaan DIY yang menjadi amanat UU 
dan aspirasi rakyat DIY. Memang ada suara-suara yang 
menghendaki adanya pemilihan langsung seperti Pilkada, namun 
aspirasi sebagian besar masyarakat tetap menghendaki Sri Sultan 
Hamengku Buwono X dan Paku Alam menjadi Gubernur dan 
Wakil Gubernur DIY.  
Polemik keistimewaan Yogyakarta yang belum kunjung 
usai di pemerintah pusat dan masyarakat Yogyakarta seharusnya 
bisa dijadikan pembelajaran bahwa pada era reformasi ini masih 
ada wilayah / daerah yang memiliki karakteristik pembeda 
dengan daerah-daerah lain. Sebab, demokratisasi bisa berjalan 
tidak dengan satu model. Perbedaan ini tidak bisa dihindari 
mengingat sejarah pemerintahan Kasultanan Yogyakarta lebih 
panjang dibandingkan dengan pemerintahan daerah lainnya. 
3) Social Control (Aspek Lain dalam Kerangka Keistimewaan 
Daerah Istimewa Yogyakarta). 
Adanya pranata sosial di lapisan masyarakat yang 
senantiasa amar ma’ruf nahi mungkar, yang juga mengabdi 
dengan penghayatan bahwa ini semua adalah bagian dari 
pengabdian kepada Allah. Pranata sosial ini jangan hanya 
dipersempit dengan pola-pola kekerasan terhadap ajang-ajang 
kemaksiatan di sudut-sudut Yogyakarta, melainkan musti dibuat 
sedemikian rupa elegan dan secara kualitas semakin meningkat 
66 
dengan amar ma’ruf nahi mungkar terhadap kerusakan dan 
kebobrokan yang menjamur di level penentu kebijakan yang ada 
di legislatif maupun eksekutif. Dengan adanya gerakan kontrol 
tersebut diharapkan akan tercipta tatanan pemerintahan yang 
bersih dan amanah. 
4) Keumatan dengan Keberpihakan pada Hak-hak Kawula Alit 
Jika mau jujur mustinya kita menangis prihatin, sebab 
jejerit dan rintihan kawula alit yang terus terjepit dengan 
beragam kesulitannya semakin kencang dan terdengar di mana-
mana. Di perkampungan di kota-kota maupun di pelosok-
pelosok dusun. Beragam tipologi kawula alit yang dihadang oleh 
beragam regulasi yang  jauh dari apa yang disebut dengan 
keberpihakan bagi rakyat kecil, dari apa yang disebut 
kesejahteraan untuk rakyat kecil. Sedihnya lagi, belum sempat 
kawula alit bernapas lega, tiba-tiba dihadapkan dengan beragam 
regulasi baru yang semakin mencekik. Kawula alit yang 
melingkupi kalangan buruh, petani, guru honorer / GTT, 
kelompok sub-urban, nelayan, penambang, PNS tingkat bawah, 
dsb. 
Di saat yang bersamaan, sebagian besar masyarakat kita 
yang diberi kesempatan duduk di dalam struktur yang tergabung 
dalam mafia kekuasaan yudikatif, eksekutif maupun legislatif 
serta yang berada di dalam struktur ekonomi kelas atas, seakan 
tidak terpengaruh dengan beragam potret masyarakat bawah 
yang sedang menjerit. Orang kaya tidak pernah ambil pusing 
dengan beragamnya regulasi yang muncul, sebaliknya hampir 
setiap saat masyarakat alit akan menebak-nebak apakah regulasi 
yang dikeluarkan oleh pemerintah masih mampu dihadapinya 
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dengan bertahan hidup bersama keluarganya yang semakin 
menderita. 
Empat point sebagai spirit keistimewaan DIY penting dan 
perlu untuk diperhatikan supaya ada keberlanjutan yang baik dan 
selaras bagi propinsi yang dinamakan Daerah Istimewa 
Yogyakarta. Sebuah wilayah kekuasaan dan pemerintahan yang 
menjadi ibu kandung yang membidani, menyusui, melindungi, 
menyelamatkan lahirnya bayi yang bernama Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 
Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta sejak dahulu 
berpendapat bahwa Sultan adalah Gubenur. Hal tersebut melekat 
dengan sendirinya kepada Sultan. Rakyat Daerah Istimewa 
Yogyakarta sangat patuh kepada Rajanya, yang dalam konteks 
ini adalah Sultan. Oleh karena itu Pemilihan Kepala Daerah di 
Provinsi Daerah Istimewa yogyakarta tetap menggunakan 
Penetapan yang sudah berlangsung dari tahun ke tahun. Hal ini 
dirasa cocok karena di tinjau dari aspek historis dan aspek sosial 
politik masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta. 
 
B. Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa 
Yogyakarta Ditinjau dari Perspektif Asas Demokrasi 
Demokrasi telah menjadi istilah yang sangat diagungkan dalam 
sejarah pemikiran manusia tentang sosio-politik. Pada jaman modern 
sekarang ini hampir semua negara mengklaim menjadi penganut dari 
paham demokrasi. Seperti diketahui dari penelitian dari Amos. J Peaslee 
pada tahun 1950 dari 83 UUD negara yang diperbandingkannya, terdapat 
74 negara yang menganut prinsip kedaulatan rakyat. 
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Demokrasi berasasal dari bahasa yunani yaitu Demokratia. Demos 
berarti rakyat (people) sedangkan cratos artinya pemerintahan atau 
kekuasaan (rule). Demokrasi berarti mengandung makna bahwa suatu 
sistem politik dimana rakyat memegang kekuasaan tertinggi bukan 
kekuasaan raja atau bangsa. Sehingga dengan kata lain merupakan 
pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. 
Berdasarkan  pengertian dari  demokrasi itulah setelah reformasi 
bangsa Indonesia mulai merekonstruksi sistem demokrasi yang 
sebelumnya telah mati suri pada masa Orde Baru. Sehingga suara rakyat 
menjadi salah satu elemen penting yang menentukan arah politik hukum, 
mau dibawa kemanakah bangsa ini nantinya. Hal itu terlihat bunyi dari 
salah satu Pasal dalam UUD 1945 (setelah diamandemen) Pasal 1 ayat (2) 
berbunyi:  
“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut 
Undang-Undang Dasar. Indonesia tentunya sangatlah menjunjung 
demokrasi di segala bidang”. 
Implementasi dari pasal tersebut adalah dengan sedikit demi sedikit 
menerapkan asas desentralisasi dan otonomi di daerah. Langkah ini 
tentunya sebuah revolusi dari penerapan asas demokrasi yang dianut 
bangsa ini yang selama 32 tahun pemerintahan sebelumnya yang menganut 
asas sentralisasi yang membelenggu kreatifitas dan semangat dari tiap 
daerah yang tentunya sama sekali berbeda kekhasannya. Dikeluarkannya 
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dalam salah satu pasalnya 
mengatur pemilihan kepala Daerah (Pilkada) secara langsung merupakan 
implementasi dari semangat demokrasi yang mulai dilahirkan di Indonesia. 
Meskipun, Undang-undang tersebut menjawab aspirasi masyarakat 
sehingga dengan adanya undang-undang tersebut semua orang diberi 
kesempatan yang sama untuk duduk di kursi pemerintahan. Tetapi, harus 
diingat ada salah satu daerah yang tidak bisa diperlakukan secara sama 
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seperti daerah yang lainnya, dalam hal ini adalah Daerah Istimewa 
Yogyakarta (DIY). 
Daerah Istimewa Yogyakarta (D.I. Yogyakarta) merupakan daerah 
yang memiliki struktur pemerintahan khas yang disebut istimewa. 
Keistimewaan tersebut timbul diantaranya dari latar belakang historis dan 
asal usul daerah. Salah satu keistimewaan yang paling pokok sampai saat 
ini adalah dalam hal rekrutmen Gubernur dan Wakil Gubernur yang 
dilakukan dengan penetapan bukan dengan pemilihan sebagaimana 
Daerah-daerah lain. Oleh karena itu, jika undang-undang tersebut dicoba 
untuk diterapkan di DIY maka tentunya akan memberikan sebuah 
pergulatan argumentasi yang sangat serius yang telah tumbuh dan 
berkembang dengan subur di DIY, bahkan akan terjadi ketidakpercayaan 
rakat Daerah Istimewa Yogyakarta kepada pemerintah pusat dan 
kemungkinan terburuk adalah adanya disintegrasi Daerah Istimewa 
Yogyakarta dari Negara Kesatuan Republik Indosnesia. 
Perubahan politik sedang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta 
yang membawa berbagai gejolak sosial. Daerah Istimewa Yogyakarta yang 
memiliki citra kota budaya dengan Keraton Ngayogyakarta dan Pura 
Pakualaman sebagai komandan kebudayaan tampaknya sedang 
menghadapi gelombang demokrasi yang tidak dapat dielakkan. Basis 
budaya politik Keraton jelas pada napas feodalisme yang berbeda dengan 
sistem demokrasi yang berbasis pada akuntabilitas publik dan prestasi 
(Nugroho, 2002: 12). 
Secara fundamental, legitimasi yuridis akan keberadaan daerah 
istimewa diakomodir dalam Pasal 18 UUD 1945 sebelum amandemen atau 
Pasal 18B UUD 1945 pasca amandemen, yang berbunyi :  
“Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan 
daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur 
dengan undang-undang ini”. 
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Mengenai Daerah Istimewa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 
1948 menyatakan bahwa Daerah Istimewa adalah daerah yang mempunyai 
hak asal usul dan di zaman sebelum RI mempunyai pemerintahan yang 
bersifat istimewa (zalfbesturende landschappen). Keistimewaan yang 
dimiliki daerah istimewa ialah Kepala (Wakil Kepala) daerah istimewa 
diangkat oleh Presiden RI dari keturunan keluarga yang berkuasa di daerah 
itu di zaman sebelum RI dan yang masih menguasai daerahnya, dengan 
syarat-syarat kecakapan, kejujuran dan kesetiaan, dan mengingat pula adat 
istiadat di daerah itu (Gie dalam A. Gaffar Karim, 2003 : 209). 
Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 dengan tegas 
menyatakan pembentukan Yogyakarta sebagai Daerah Istimewa. Undnag-
Undnag yang mengatur secara khusus eksistensi keistimewaan Yogyakarta 
tersebut lahir melengkapi ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 
1948 khususnya mengenai daerah istimewa, sebagaimana yang 
dimaksudkan didalamnya. 
Oleh karena itu, muncullah RUU Keistimewaan Yogyakarta yang 
mencoba menjawab polemik mengenai ketidakjelasan nasib dari DIY yang 
jika tidak diundangkan segera akan menimbulkan disharmoni antara 
penerapan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan aspirasi 
serta kultur masyarakat yang telah ada. Apakah RUU tersebut telah 
berlandaskan semangat demokrasi, maka penulis mencoba mengkaji 
problema tersebut dengan mengaitkan asas-asas sistem pemerintahan 
system yang demokratis. Sehingga sistem pemerintahan itu demokratis 
atau tidak, dapat dilihat dari indikator-indikator yang dirumuskan oleh 
Affan Gaffar berikut ini: 
1. Akuntabilitas. 
Accountability menurut Oxford Advance Learner's Dictionary, 
Oxford University Press, 1989 adalah required or expected to give an 
explanation for one's action. Sementara menurut Kamus Inggris 
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Indonesia oleh John M. Echols dan Hassan Shadly, PT Gramedia 
Jakarta, cetakan XIV, 1986 accountability adalah keadaan untuk 
dipertanggungjawabkan atau keadaan dapat dimintai 
pertanggungjawaban. Dapat difahami bahwa dalam akuntabilitas 
terkandung kewajiban seseorang atau organisasi untuk menyajikan dan 
melaporkan segala tindak tanduk dan kegiatannya terutama di bidang 
administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi/atasan. Dalam 
hal ini terminologi akuntabilitas dilihat dari sudut pandang 
pengendalian tindakan pada pencapaian tujuan. 
Menurut J.B. Ghartey, 1987, akuntabilitas ditujukan untuk 
memperoleh jawaban atas pertanyaan berhubungan dengan pelayanan 
apa, oleh siapa, kepada siapa, milik siapa, yang mana, dan bagaimana. 
Dengan demikian pertanyaan yang memerlukan jawaban tersebut antara 
lain : apa yang harus dipertanggungjawabkan, mengapa 
pertanggungjawaban harus diserahkan, kepada siapa 
pertanggungjawaban diserahkan, siapa yang bertanggung jawab 
terhadap berbagai bagian kegiatan dalam masyarakat, apakah 
pertanggungjawaban berjalan seiring dengan kewenangan, dan 
sebagainya. Konsep pelayanan ini dalam akuntabilitas belum memadai, 
oleh karena itu harus diikuti dengan jiwa intrepreneurship pada pihak-
pihak yang melaksanakan akuntabilitas. 
Akuntabilitas dapat hidup dan berkembang dalam suasana yang 
transparan dan demokratis serta adanya kebebasan dalam 
mengemukakan pendapat. Oleh karena itu pemerintah harus betul-betul 
menyadari bahwa pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat 
adalah hal yang tidak dapat dipisahkan dari publik. 
Oleh karena itu mengenai apakah dalam RUU keistimewaan 
sudah mencakup asas akuntabilitas, mengenai hal tersebut dapat 
dijawab di Pasal 12 RUU ayat (3) keistimewaan, yaitu :yang berbunyi 
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”Dalam hal Sri Sultan Hamengku Buwono dan/atau Adipati Paku Alam 
sebagai Pengageng belum/tidak cakap melakukan perbuatan hukum, 
dan/atau tidak mampu menjalankan fungsinya, Sri Sultan Hamengku 
Buwono dan/atau Adipati Paku Alam didampingi oleh wali yang 
ditunjuk sesuai dengan tata cara yang berlaku di Kesultanan dan/atau di 
Pakualaman”. 
Sehingga kekhawatiran mengenai ketidakcakapan mengenai 
pemegang kekuasaan oleh masyarakat dalam hal ini tidak perlu. 
Dikarenakan ada selama ”pengageng” dirasa belum mampu atau tidak 
dapat menjalankan fungsinya untuk memerintah, maka ada mekanisme 
tersendiri dengan penunjukan wali Sri Sultan Hamengku Buwono 
dan/atau Adipati Paku Alam yang akan mendampingi. wali tersebut 
ditunjuk sesuai dengan tata cara yang berlaku di Kesultanan dan/atau di 
Pakualaman. 
2. Rotasi Kekuasaan. 
Dalam demokrasi, peluang akan terjadinya rotasi kekuasaan 
harus ada, dan dilakukan secara teratur dan damai. Jadi, tidak hanya 
satu orang yang selalu memegang jabatan, sementara peluang orang 
lain tertutup sama sekali. Tetapi, berkaitan dengan sistem pergantian 
gubernur dan wakil gubernur dari DIY yang menganut feodalisme yang 
bersumber dari Kesultanan dan Pakualaman. Tentunya rotasi kekuasaan 
baru bisa berjalan ketika Gubernur dan wakil gubernur tersebut tidak 
dapat  menjalankan fungsinya kembali. 
3. Rekruitmen Politik yang Terbuka. 
Rekruitmen politik yang terbuka merupakan salah satu syarat 
dari demokrasi sehingga masyaralat tahu tentang perihal transparansi 
calon politik mereka apakah benar-benar capable atau tidak. setiap 
orang yang memenuhi syarat untuk mengisi suatu jabatan politik yang 
dipilih oleh rakyat mempunyai peluang yang sama dalam melakukan 
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kompetisi untuk mengisi jabatan tersebut. Dalam negara yang tidak 
demokratis, rekruitmen politik biasanya dilakukan secara tertutup. 
Artinya, peluang untuk mengisi jabatan politik hanya dimiliki oleh 
beberapa orang saja. Tetapi, rekruitmen politik ini tidak berjalan 
sebagaimana mestinya dalam RUU keistimewaan karena menurut adat 
istiadat yang berlaku di DIY hanya ada satu calon tunggal Gubernur 
yaitu dari pihak kesultanan dan satu calon tunggal wakil Gubernur dari 
Paku Alaman yang direkomendasikan oleh pengageng. 
4. Pemilihan Umum. 
Dalam suatu negara demokrasi, pemilu dilaksanakan secara 
teratur. Setiap warga negara yang sudah dewasa mempunyai hak untuk 
memilih dan dipilih serta bebas menggunakan haknya tersebut sesuai 
dengan kehendak hati nuraninya. Dia bebas untuk menentukan partai 
atau calon mana yang akan didukungnya, tanpa ada rasa takut atau 
paksaan dari orang lain. Pemilih juga bebas mengikuti segala macam 
aktifitas pemilihan, termasuk didalamnya kegiatan kampanye dan 
menyaksikan penghitungan suara. Namun, kembali pada pengertian  
bahwa pemilihan tidak pernah terjadi di DIY tetapi hanyalah penetapan 
bahwa Gubernur dan wakil gubernur berasal dari Kesultanan dan 
pakualaman. Sampai saat ini rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta 
menentukan pilihannya kepada Sultan Hamengku Buwono X untuk 
menjabat sebagai kepala daerah.  
5. Menikmati Hak-hak Dasar. 
Dalam suatu negara yang demokratis, setiap warga masyarakat 
dapat menikmati hak-hak dasar mereka secara bebas, termasuk di 
dalamnya adalah hak untuk menyatakan pendapat (freedom of 
expression), hak untuk berkumpul dan berserikat (freedom of 
assembly), dan hak untuk menyatakan pendapat dan digunakan untuk 
menentukan prefensi politiknya, tentang suatu masalah, terutama yang 
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menyangkut dirinya dan masyarakat sekitarnya. Hak untuk berkumpul 
dan berserikat ditandainya dengan kebebasan untuk menentukan 
lembaga, atau organisasi mana yang ingin dia bentuk atau dia pilih. 
Hak-hak dasar manusia dihormati di Daerah Istimewa Yogyakarta. 
Sultan tidak pernah melarang rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta 
untuk menyalurkan pendapat dan aspirasi. Kebebasan berkumpul dan 
berserikat juga terlaksana di Daerah Istimewa Yogyakarta,ini terbukti 
dan bisa kita lihat dari banyaknya LSM (Lembaga Swadaya 
Masyarakat) yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. 
Pemilihan Kepala Daerah langsung menghadapi ujian besar 
yang sesungguhnya tak sederhana. Dalam konteks Daerah Istimewa 
Yogyakarta, penolakan terhadap Pilkada langsung berada dalam dua 
tataran sekaligus. Bukan saja ketetapan historis tak memungkinkan 
Pilkada langsung diselenggarakan, tetapi ekspresi demokratis rakyat 
pada kurun kontemporer juga menegasikan pelaksanaan Pilkada itu. Di 
sini sesungguhnya kita berhadapan dengan problem universalitas dan 
partikularitas dalam implementasi sistem demokrasi. Masuknya klausul 
Pilkada langsung dalam Rancangan Undang-Undang Keistimewaan 
Yogyakarta sejalan dengan asas universalitas itu. Tetapi penolakan 
terhadap pelaksanaan Pilkada langsung merupakan aspek partikularitas 
dalam proses demokrasi. 
Bagi penganut paham ultra-liberal, cara berpikir rakyat 
Yogyakarta itu aneh bin ajaib. Sebab, tak ada perkeculian yang bersifat 
spasial kedaerahan bagi terlaksananya sebuah sistem politik yang 
berdimensi nasional. Bagaimana pun, Pilkada langsung kini masuk ke 
dalam cakupan sistem politik berdimensi nasional, dan lantaran itu ia 
berlaku pada level pemerintahan daerah mana pun. Tetapi mereka yang 
berpihak pada dimensi kultural memandang wajar pilihan-pilihan 
rakyat Yogyakarta. Terutama, karena tingginya kepercayaan (trust) 
rakyat terhadap Sultan Hamengku Buwono X. 
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Bagi rakyat Yogyakarta, Sultan Hamengku Buwono X bukan 
sekadar pemimpin politik dan pemerintahan. Di atas segalanya, Sultan 
Hamengku Buwono X tokoh moral dan pemimpin budaya. Kontinuitas 
kewibawaan Yogyakarta dalam jangka panjang sejak 250 tahun lalu 
hingga kini, sesungguhnya inherent dengan ketokohan Sultan 
Hamengku Buwono X. Maka, sang gubernur juga tokoh panutan. Jika 
kemudian dilakukan pemilihan gubernur secara langsung di mana 
Sultan Hamengku Buwono X tidak mencalonkan diri karena berbagai 
alasan, hal krusial yang bakal timbul ke permukaan adalah 
ketidakpastian, apakah Yogyakarta masih mampu mendudukkan 
seseorang sebagai gubernur dengan mendapatkan trust yang sangat 
besar dari rakyat. 
Logika rakyat Yogyakarta yang juga harus dimengerti terkait 
dengan apa yang disebut the proper role of the state. Dengan dukungan 
tradisi dan khazanah kultural yang telah mencapai 250 tahun, 
Yogyakarta sebenarnya tak pernah memasuki fase titik jedah sebagai 
sebuah state. Yogyakarta yang bertakzim pada Negara Kesatuan 
Republik Indonesia (NKRI) tak lama setelah Proklamasi Kemerdekaan 
dikumandangkan, tidak serta merta meluruhkan tradisi melayani rakyat 
Kesultanan Yogyakarta. “Tahta untuk rakyat” yang menjadi kredo 
kekuasaan Sultan Hamengku Buwono IX, misalnya, memiliki dimensi 
politik kesejahteraan rakyat. Terlepas dari kelemahan-kelemahan yang 
bersifat manusiawi, para Sultan yang berkuasa di Yogyakarta tak bisa 
lari dari keniscayaan untuk melayani rakyat. Itulah mengapa, state 
dalam konteks Yogyakarta di bawah kepemimpinan Sultan Hamengku 
Buwono tidak berada dalam posisi kontras yang berlarut-larut dengan 
masyarakat. Dorongan agar Sultan Hamengku Buwono IX maju sebagai 
calon presiden dalam Pemilu 2009 tak bisa dilepaskan dari hadirnya the 
proper role of the state di Yogyakarta 
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(http://warungpojokfilsafat.blogspot.com/2008/10/ujian-demokrasi-
lokal.html., terakhir dikunjungi Senin, 7 desember 2009, 14.15 WIB). 
Memahami substansi tentang Daerah Istimewa Yogyakarta tidak 
bisa dilepaskan dari tiga hal, yaitu pertama tentang pembentukan 
pemerintahan, kedua tentang kepala pemerintahan, ketiga tentang 
pelaksanaan pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 
Untuk mengoperasionalisasikan ketiga hal di atas, harus dipahami 
terlebih dahulu konsep pemikiran Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan 
Sri Paduka Paku Alam VIII.Untuk memahami pemikiran Sri Sultan 
Hamengku Buwono IX dapat dilacak melalui Pidato Penobatan sebagai 
Raja, 18 Maret 1940, Surat Kawat 18 Agustus 1945, Piagam 
Kedudukan Sri Sultan HB IX dan Sri Paduka PA VIII pada tanggal 19 
Agustus 1945, Amanat 5 September 1945, Amanat 30 Oktober 1945, 
UUD 1945, UU Nomor 3/1950 dan Amanat Takhta untuk Rakyat. 
Keputusan politik yang diambil oleh Sri Sultan Hamengku 
Buwono IX saat itu benar-benar merupakan peristiwa bersejarah demi 
tegaknya NKRI di bumi pertiwi, demi terselamatkannya aset budaya 
dan demokrasi, serta demi tetap berlangsungnya kehidupan Keraton 
Yogyakarta ratusan tahun yang akan datang, sebagaimana kehidupan 
keraton yang telah memberikan makna bagi kehidupan selama ratusan 
tahun yang silam seiring sejalan dengan proses demokratisasi dalam 
tata pemerintahan Provinsi DIY. 
Apabila Paugeran Jawi (amanat leluhur) dan Paugeran Nagari 
(amanat konstitusi) dipahami dan ditaati oleh penerus Dinasti Mataram, 
maka tidak akan terjadi ruang kosong kepemimpinan (kevakuman 
dinasti) karena setiap zamannya akan melahirkan kepemimpinan secara 
regeneratif yang akan terlahir melalui proses kultural-spiritual maupun 
terseleksi secara politis-demokratis. 
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Apabila amanat leluhur dan amanat konstitusi tetap 
dipertahankan secara konsisten, maka estafet kepemimpinan kultur dan 
kepemimpinan demokrasi (Sultan sebagai raja dan gubernur, Paku 
Alam sebagai adipati dan wakil gubernur) sebagaimana konsep loro-
loro ning atunggal atau konsep "dwi tunggal" akan menjadi bagian 
penting dalam proses pelaksanaan demokrasi budaya. Tegaknya 
demokrasi budaya tidak terlepas dari dinamika budaya yang terdiri dari 
Kasultanan dan Pakualaman maupun dinamika politik yang terdiri dari 
fraksi - fraksi di DPRD yang bermuara dari suara rakyat Fox Populi 
Fox Dei. 
Itulah sesungguhnya keistimewaan bagi DIY yang juga 
bertumpu pada hubungan interpersonal maupun intrapersonal seorang 
Sultan dan Adipati dalam memahami konsep falsafah: "Sangkan 
Paraning Dumadi Manunggaling Kawula Gusti", yakni kesadaran 
kosmis akan dirinya sebagai hamba Allah (abdullah) sekaligus wakil 
Allah (kalifatullah) di muka bumi 
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BAB IV. PENUTUP 
A. Kesimpulan 
 
Mencermati runtutan benang merah dari latar belakang masalah, 
perumusan masalah, hingga pembahasan, maka pada bab ini dapat penulis 
simpulkan sebagai berikut. 
1. Terkait dengan Pengisian Jabatan dalam Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 dan Rancangan Undang-Undang (RUU) Keistimewaan 
Yogyakarta. 
a. Pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa 
Yogyakarta apabila kita tinjau dari Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tidak tepat. Karena dalam Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 menyebutkan bahwa keistimewaan Daerah Istimewa 
Yogyakarta adalah tetap. Tetapi disatu sisi lainnya Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan pula bahwa penyelenggaraan 
pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta didasarkan 
pada Undang-Undang ini. Jadi menurut Undang-Undang ini 
keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah kabur. Hal ini 
juga tidak sesuai dengan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 yang 
menyebutkan bahwa negara mengakui dan menghormati 
kekhususan dan keistimewaan yang dimiliki daerah tertentu. 
b. Pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa 
Yogyakarta apabila kita tinjau dari Rancangan Undang-Undang 
Keistimewaan adalah tepat. Karena dalam Draft Rancangan 
Undang-Undang Keistimewaan ini pada Pasal 1 dan Pasal 9 
menyebutkan dengan jelas bahwa kedudukan Sultan adalah sebagai 
Gubernur. Kedudukan Sultan ini dijelaskan sebagai konsekuensi 
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dari keistimewaan Yogyakarta. Dalam pasal 16 disebutkan Sultan 
sebagai Gubernur diangkat berdasarkan keturunan sehingga 
kekosongan jabatan sebagai akibat Sultan berhalangan tetap tidak 
diisi oleh orang lain. 
2. Pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa 
Yogyakarta yang menggunakan penetapan sudah sesuai dengan asas 
demokrasi. Hakekat dari demokrasi itu sendiri adalah kekuasaan 
tertinggi berada di tangan rakyat. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 
menyebutkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan 
dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Meskipun dalam 
pengisian Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta 
tidak adanya rekruitmen politik yang terbuka, akan tetapi keinginan 
dari sebagian rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta supaya Sultan 
menjadi Gubernut sangatlah besar. 
 
B. Saran 
1. Kalangan akademisi ataupun praktisi hukum tulisan ini dapat digunakan 
sebagai landasan atau acuan keilmuan dalam melaksanakan penelitian 
lanjutan guna menyempurnakan penelitian yang belum sempurna ini 
dan pada akhirnya dapat menemukan solusi dari permasalahan tersebut. 
2. Dalam Draft Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Perlu 
dirumuskan dengan jelas bahwa struktur Pemerintah Provinsi DIY 
bersifat unik karena faktor historis dan kulturalnya. Perlu ditekankan 
kepada pemerintah bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta adalah daerah 
yang merupakan daerah istimewa berdasarkan peraturan perundangan. 
Oleh karena itu Daerah Istimewa Yogyakarta jangan disamakan dengan 
daerah lainnya. Mendesak pemerintah untuk segera mengesahkan 
Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa 
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Yogyakarta menjadi Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa 
Yogyakarta. 
3. Disebabkan karena sultan tidak mempunyai anak laki-laki dari istri 
permaisuri maka tidak ada salahnya jika anak perempuan dari istri 
permaisuri sultan menggantikan posisi sultan menjadi raja sebagai 
penerus sultan besok. Hal ini mengingat untuk menjaga keistimewaan 
yogyakarta yang sudah lama merupakan daerah istimewa. 
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